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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

Kesehatan merupakan hak asasi manusia. Setiap orang mempunyai hak 

untuk hidup layak, baik dalam kesehatan pribadi maupun kesehatan keluarga. 

Pelayanan kesehatan terdiri dari sub sistem pelayanan medis, sub sistem 

pelayanan keperawatan, sub sistem pelayanan kefarmasian, dan sub sistem 

dari profesi kesehatan lain (Soedarsono, 2009). 

Rumah sakit merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan, tempat 

dilakukannya pekerjaan kefarmasian dan penyaluran obat, serta perbekalan  

kesehatan lainnya kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan dilakukan oleh 

unit pelayanan kesehatan yaitu tempat diselenggarakan berbagai upaya 

kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan 

menyembuhkan penyakit serta pemulihan kesehatan. Pelayanan kesehatan di 

rumah sakit dapat diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dalam 

bentuk pelayanan kesehatan perorangan atau pelayanan kesehatan masyarakat. 

Mutu pelayanan kesehatan akan menjadi lebih baik bila masing-masing 

profesi kesehatan memberikan pelayanan kepada pasien berdasarkan pada 

standar profesi, etika dan norma masing-masing (Soedarsono, 2009).  

Rumah sakit sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan memiliki 

beberapa bagian pelayanan yang penting bagi kelangsungan tumbuh dan 

kembangnya rumah sakit tersebut. Salah satu bagian penting dari rumah sakit 
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tersebut adalah bagian instalasi farmasi. Instalasi Farmasi Rumah Sakit 

merupakan suatu bagian/unit/divisi atau fasilitas di rumah sakit, tempat 

penyelenggaraan semua pekerjaan kefarmasian yang ditunjukan untuk 

keperluan rumah sakit itu sendiri. Bagian instalasi tersebut tidak hanya 

menyediakan sediaan farmasi dan atau kesehatan saja, tetapi juga 

menyediakan pelayanan informasi obat perbekalan bagi pasien rawat jalan 

ataupun pasien rawat inap (Soedarsono, 2009).  

Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu 

sediaan farmasi, pengamanan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan 

obat, pelayanan obat atas resep dokter (Yustina dkk, 2007). 

Pelayanan kefarmasian merupakan salah satu bentuk pekerjaan 

kefarmasian yang pada saat ini kualitasnya masih perlu ditingkatkan. 

Pelayanan kefarmasian di rumah sakit pada saat ini telah bergeser dari 

pelayanan produk (product oriented), menjadi pelayanan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas hidup pasien (patient oriented). Bentuk konsekuensi 

perubahan tersebut diperlukan kolaborasi yang ideal antara apoteker dengan 

asisten apoteker dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Asisten apoteker 

sebagai bagian dari tenaga teknis kefarmasian yang bekerja pada pelayanan 

kesehatan dalam hal ini rumah sakit, merupakan perpanjangan tangan dari 

sebagian tugas seorang apoteker. Asisten apoteker yang bekerja dibawah 

pengawasan apoteker merupakan tenaga teknis kefarmasian yang membantu 

apoteker untuk melaksanakan serangkaian pekerjaan kefarmasian yakni 
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menyiapkan obat, melakikan peracikan, dan memberikan penandaan etiket 

serta melakukan pengemasan (Soedarsono, 2009).  

Berdasarkan pertimbangan dari beberapa hal di atas, maka kegiatan 

Praktik Kerja Lapangan Pelayanan Farmasi Rumah Sakit perlu dilaksanakan 

oleh mahasiswa program studi D-III Farmasi STIKes Madani Yogyakarta 

dalam rangka untuk mengetahui dan mempelajari berbagai bentuk pekerjaan 

kefarmasian yang dilaksanakan di instalasi farmasi rumah sakit. 

B. Tujuan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan  

Tujuan kegiatan Praktik Kerja Lapangan Pelayanan Farmasi Rumah 

Sakit ini adalah: 

1. Memperkenalkan pekerjaan kefarmasian di lingkungan instalasi farmasi 

Rumah Sakit. 

2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis bagi mahasiswa agar 

menjadi bekal dalam proses pembelajaran lebih lanjut. 

C. Manfaat Kegiatan Praktik Kerja Lapangan  

Manfaat kegiatan Praktik Kerja Lapangan Pelayanan Farmasi Rumah 

Sakit ini adalah: 

1. Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian dan kemandirian profesi 

dalam pelayanan kesehatan sebagai bentuk aplikasi dari ilmu yang 

diperoleh. 

2. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan profesi Asisten Apoteker di 

instalasi farmasi rumah sakit. 
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D. Pelaksanaan Kegiatan Praktik  Kerja Lapangan 

Praktik Kerja Lapangan Pelayanan Farmasi Rumah Sakit dilaksanakan 

oleh mahasiswa Program Studi D-III Farmasi STIKes Madani Yogyakarta 

tahun ajaran 2013/2014, pada akhir semester VI terhitung mulai tanggal 22 

April 2014 s/d 31 Mei 2014 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara Dr. S. 

Hardjolukito.
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Rumah Sakit 

1. Pengertian Rumah Sakit 

Rumah sakit adalah salah satu contoh dari sarana pelayanan 

kesehatan, yakni tempat diselenggarakan berbagai upaya kesehatan. Upaya 

kesehatan adalah setiap kegiatan untuk  memelihara dan meningkatkan 

kesehatan, bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal 

bagi masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dengan pendekatan 

pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit 

(preventif), menyembuhkan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan 

(rehabilitatif), yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan 

berkesinambungan (Siregar, 2004). 

Rumah sakit merupakan suatu organisasi yang kompleks, 

menggunaan gabungan alat ilmiah khusus dan rumit, dan difungsikan oleh 

berbagai kesatuan personal terlatih dan terdidik dalam menghadapi dan 

menangani masalah medik modern.  

Rumah sakit pada saat ini adalah suatu lembaga komunitas yang 

merupakan instrumen masyarakat. Rumah sakit merupakan pusat 

koordinasi media pelayanan penderita pada komunitasnya. Berdasarkan 

hal itu, maka rumah sakit dapat dipandang sebagai suatu struktur 

organisasi yang menggabungkan semua profesi kesehatan, fasilitas 
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diagnostik, dan terapi, alat dan perbekalan serta fasilitas fisik kedalam 

suatu sistem. Sistem tersebut terkoordinasi untuk mendukung proses 

penghantaran pelayanan kesehatan bagi masyarakat (Siregar, 2004). 

2. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit 

Rumah sakit memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting 

menyangkut penyediaan pelayanan dalam rangka pemulihan kesehatan 

dan sebagai pelayanan medik. Tugas dan fungsi dari rumah sakit, yaitu: 

a. Melaksanakan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis. 

b. Melaksanakan pelayanan medis tambahan, pelayanan penunjang medis 

tambahan. 

c. Melaksanakan pelayanan kedokteran kehakiman. 

d. Melaksanakan pelayanan medis khusus. 

e. Melaksanakan pelayanan rujukan kesehatan. 

f. Melaksanakan pelayanan kedokteran gigi. 

g. Melaksanakan pelayanan kedokteran sosial. 

h. Melaksanakan pelayanan penyuluhan kesehatan. 

i. Melaksanakan pelayanan rawat jalan atau rawat darurat dan rawat 

tinggal (observasi). 

j. Melaksanakan pelayanan rawat inap. 

k. Melaksanakan pelayanan administratif. 

l. Melaksanakan pendidikan para medis. 

m. Membantu pendidikan tenaga medis umum. 

n. Membantu pendidikan tenaga medis spesialis. 
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o. Membantu penelitian dan pengembangan kesehatan. 

p. Membantu kegiatan penyelidikan epidemiologi. 

Tugas dan fungsi tersebut berhubungan erat dengan kelas dan tipe 

rumah sakit yang ada di Indonesia. Perubahan kelas rumah sakit dapat saja 

terjadi sehubungan dengan turunnya kinerja rumah sakit yang ditetapkan 

oleh menteri kesehatan Indonesia melalui keputusan Direktorat Jenderal 

Pelayanan Medik (Dirjen Yan Medik) (Wikipedia, 2012). 

3. Tipe Rumah Sakit 

Jika ditinjau dari kemampuan yang dimiliki rumah sakit di 

Indonesia dibedakan atas lima macam, yaitu: 

a. Rumah Sakit Tipe A 

Rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran, 

spesialis, dan subspesialis luas yakni oleh pemerintah juga ditetapkan 

sebagai rujukan tertinggi (top referral hospital) atau disebut pula 

sebagai rumah sakit pusat (Wikipedia, 2012). 

b. Rumah Sakit Tipe B 

Rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran 

spesialis dan subspesialis terbatas. Rumah sakit ini di dirikan di setiap 

ibukota propinsi yang mampu menampung pelayanan rujukan dari 

rumah sakit kabupaten (Wikipedia, 2012). 

c. Rumah Sakit Tipe C 

Rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran 

spesialis terbatas. Rumah sakit ini didirikan di setiap ibukota 
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kabupaten (regency hospital) yang mampu menampung pelayanan 

rujukan dari puskesmas (Wikipedia, 2012). 

d. Rumah Sakit Tipe D 

Rumah sakit yang bersifat transisi dengan kemampuan hanya 

memberikan pelayanan kedokteran umum dan gigi. Rumah sakit ini 

menampung rujukan yang berasal dari puskesmas (Wikipedia, 2012). 

e. Rumah Sakit Tipe E 

Rumah sakit khusus (spesial hospital) yang menyalenggarakan 

hanya satu macam pelayan kesehatan kedokteran saja. Pada saat ini 

banyak rumah sakit kelas ini ditemukan di Indonesia misal, rumah 

sakit kusta, paru, jantung, kanker, serta rumah sakit ibu dan anak 

(Wikipedia, 2012). 

4. Jenis-Jenis Rumah Sakit 

a. Rumah Sakit Umum 

Rumah sakit yang dijalankan oleh organisasi National Health 

Service di Inggris. Rumah sakit tersebut melayani hampir seluruh 

penyakit umum, dan biasanya memiliki institusi keperawatan darurat 

yang siaga 24 jam (ruang gawat darurat) untuk mengatasi bahaya 

dalam waktu secepatnya dan memberikan pertolongan pertama. 

Rumah sakit umum merupakan salah satu fasilitas yang mudah ditemui 

di suatu negara, dengan kapasitas rawat inap yang sangat besar untuk 

kepentingan perawatan intensif ataupun jangka panjang. Rumah sakit 

jenis ini juga dilengkapi dengan fasilitas bedah, bedah plastik, ruang 
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bersalin, laboratorium, dan sebagainya. Tetapi kelengkapan fasilitas ini 

bervariasi sesuai kemampuan penyelenggaranya. Rumah sakit yang 

sangat besar sering disebut Medical Center (pusat kesehatan), biasanya 

melayani seluruh pengobatan modern. Sebagian besar rumah sakit 

yang ada di Indonesia juga membuka pelayanan kesehatan tanpa 

menginap (rawat jalan) bagi masyarakat umum, dan terdapat klinik 

atau poliklinik di dalam rumah sakit (Wikipedia, 2012). 

b. Rumah Sakit Terspesilasisasi 

Jenis ini mencakup trauma center, rumah sakit anak, rumah 

sakit manula, atau rumah sakit yang melayani kepentingan khusus 

seperti psikiatri, penyakit pernapasan, dan lain-lain. Rumah sakit 

terspesialisasi terdiri atas beberapa bangunan ataupun hanya satu 

bangunan. Kebanyakan mempunyai afiliasi dengan universitas atau 

pusat riset medis tertentu (Wikipedia, 2012). 

c. Rumah Sakit Penelitian/Pendidikan 

Rumah sakit penelitian/pendidikan adalah rumah sakit umum 

yang terkait dengan kegiatan penelitian dan pendidikan di fakultas 

kedokteran pada suatu universitas/lembaga pendidikan tinggi. 

Biasanya rumah sakit ini dipergunakan untuk pelatihan dokter-dokter 

muda, uji coba berbagai macam obat baru, atau pengujian teknik 

pengobatan baru. Rumah sakit ini diselenggarakan oleh pihak 

universitas/perguruan tinggi sebagai salah satu bentuk nyata 
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pengabdian masyarakat atau Tri Dharma perguruan tinggi (Wikipedia, 

2012) 

d. Rumah Sakit Lembaga/Perusahaan 

Rumah sakit lembaga/perusahaan adalah rumah sakit yang 

didirikan oleh suatu lembaga/perusahaan untuk melayani pasien-pasien 

yang merupakan anggota lembaga tersebut. Alasan pendirian rumah 

sakit jenis ini untuk memudahkan pengobatan di lembaga tersebut 

(misalnya rumah sakit militer, lapangan udara), bentuk jaminan 

sosial/pengobatan gratis bagi karyawan, atau karena lokasi lembaga 

yang jauh dari rumah sakit umum. Pada umumnya rumah sakit 

lembaga/perusahaan yang ada di Indonesia menerima pasien umum 

dan menyediakan ruang gawat darurat untuk masyarakat umum 

(Wikipedia, 2012). 

B. Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) 

1. Pengertian IFRS 

  Instalasi farmasi rumah sakit (IFRS) adalah suatu departemen atau 

unit atau bagian di suatu rumah sakit dibawah pimpinan seorang apoteker 

dan dibantu oleh beberapa orang apoteker yang memenuhi persyaratan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kompeten secara 

profesional. Selain itu, instalasi farmasi rumah sakit (IFRS) juga dapat 

didefinisikan sebagai suatu bagian/unit/divisi atau fasilitas di rumah sakit, 

tempat penyelenggaraan semua pekerjaan kefarmasian yang ditunjukan  

untuk keperluan rumah sakit itu sendiri. Seperti diketahui, pekerjaan 
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kefarmasian adalah pembuatan, termasuk pengendalian mutu  sediaan 

farmasi, pengamanan pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, 

pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi 

obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional (Siregar, 

2004). 

2. Visi dan Misi IFRS 

a. Visi IFRS 

Visi IFRS merupakan  suatu pernyataan tentang keadaan atau 

status suatu IFRS yang diinginkan oleh pimpinan IFRS pada suatu titik 

tertentu di masa yang akan datang. Status masa depan IFRS itu 

meliputi ruang lingkup dan sifat pelayanan bagi semua baik konsumen 

internal maupun konsumen eksternal, dan penerimaan eksistensi IFRS 

oleh masyarakat rumah sakit. Visi rumah sakit dan IFRS adalah dasar 

bagi semua aspek dari rencana strategis IFRS.  

b. Misi IFRS 

Misi IFRS antara lain memperluas pelayanan kefarmasian yang 

difokuskan pada pencapaian hasil positif bagi semua penderita melalui 

terapi obat yang optimal, memberikan pelayanan yang membantu 

perkembangan, kemanfaatan, keamanan, mutu tertinggi, rasio efektif 

biaya yang paling tinggi, yang menyumbang pada program yang 

menitik beratkan pada kebutuhan kesehatan masyarakat serta 

pencegahan penyakit, dan meningkatkan kemampuan IFRS sebagai 

suatu komponen dan mitra penting dari tim pelayanan kesehatan. 
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Sebagai sasaran IFRS yang mendukung misi tersebut, yaitu: 

1) Memajukan atau meningkatkan terapi obat rasional dan 

berorientasi penderita. 

2) Mempromosikan apoteker rumah sakit sebagai anggota dari tim 

terpadu pelayanan kesehatan untuk memungkinkan penerapan 

sepenuhnya fungsi klinik dan fungsi pengendalian penggunaan 

obat dalam tiap rumah sakit. 

3) Bertindak sebagai pendukung utama dalam memajukan praktik 

profesional, meningkatkan keefektifan biaya dari pelayanan 

kefarmasian, dan meningkatkan mutu pelayanan penderita. 

4) Meningkatkan nilai apoteker pada penderita dengan memastikan 

bahwa pelayanan klinik yang sesuai dan proses pengendalian 

penggunaan obat diterapkan untuk kepentingan penderita. 

5) Meningkatkan kesehatan yang baik dengan membantu 

perkembangan penggunaan obat yang optimal dan bertanggung 

jawab, termasuk pencegahan penggunaan obat yang tidak tepat 

atau tidak terkendali. 

6) Memastikan tenaga kerja yang kompeten dan cukup dalam profesi 

dengan memberikan program pendidikan dan pelatihan. 

7) Memberikan kontribusi dalam program pendidikan berkelanjutan 

bagi praktisi apoteker. 

8) Menyediakan kemudahan penelitian dalam ilmu dan pelayanan 

kesehatan dan farmasi. 
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9) Memberi kemudahan dalam pertukaran informasi antara anggota 

IFRS, profesi pelayanan kesehatan, dan konsumen. 

10) Memelihara garis komunikasi antara organisasi dan anggotanya 

(Siregar, 2004). 

3. Tujuan IFRS 

Seperti yang diterangkan dalam visi, IFRS harus memiliki sasaran 

jangka panjang yang menjadi arah dari kegiatan sehari-hari dilakukan. 

Oleh karena itu tujuan IFRS antara lain : 

a. Memberikan manfaat kepada penderita, rumah sakit, sejawat profesi 

kesehatan, dan kepada profesi farmasi yang ada di rumah sakit. 

b. Membantu dalam penyediaan perbekalan farmasi yang memadai oleh 

apoteker rumah sakit yang memenuhi syarat. 

c. Menjamin praktik profesional yang bermutu tinggi melalui penetapan 

dan pemeliharaan standar etika profesional, pendidikan dan 

pencapaian, dan melalui peningkatan kesejahteraan ekonomi. 

d. Meningkatkan penelitian dan praktik farmasi rumah sakit dan dalam 

ilmu farmasetik umumnya. 

e. Menyrbarkan pengetahuan farmasi dengan mengadakan pertukaran 

informasi antara apoteker rumah sakit, anggota profesi, dan spesialis 

yang serumpun. 

f. Memperluas dan memperkuat kemampuan apoteker rumah sakit untuk: 

1) Secara efektif mengelola suatu pelayanan farmasi yang 

terorganisasi. 
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2) Mengembangkan dan memberikan pelayanan klinik. 

3) Melakukan dan berpartisipasi dalam penelitian klinik dan farmasi 

dan dalam program edukasi untuk praktisi kesehatan, penderita, 

mahasiswa, dan masyarakat. 

g. Meningkatkan pengetahuan dan pengertian praktik farmasi rumah sakit 

kontemporer bagi masyarakat, pemerintah, industri farmasi, dan 

profesionalkesehatan lainnya. 

h. Membantu menyediakan personel pendukung yang bermutu untuk 

IFRS. 

i. Membantu dalam pengembangan dan kemajuan kefarmasian (Siregar, 

2004). 

4. Tanggung Jawab IFRS 

Tugas utama IFRS adalah pengelolaan perbekalan kesehatan, mulai 

dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyiapan, peracikan, 

pelayanan langsung kepada penderita sampai dengan pengendalian semua 

perbekalan kesehatan yang digunakan di dalam rumah sakit baik untuk 

penderita rawat tinggal, rawat jalan maupun untuk semua unit termasuk 

poliklinik rumah sakit. Berkaitan dengan pengelolaan tersebut, IFRS harus 

menyediakan terapi obat yang optimal bagi semua penderita dan menjamin 

pelayanan yang bermutu tertinggi, paling bermanfaat dengan biaya 

minimal. Jadi, IFRS adalah satu-satunya unit di rumah sakit yang bertugas 

dan bertanggung jawab sepenuhnya pada pengelolaan semua aspek yang 

berkaitan dengan obat/perbekalan kesehatan yang beredar dan digunakan 
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di rumah sakit tersebut. IFRS bertanggung jawab mengembangkan suatu 

pelayanan farmasi yang luas dan terkoordinasi dengan baik dan tepat, 

untuk memenuhi kebutuhan berbagai bagian/ unit diagnosis dan terapi, 

unit pelayanan keperawatan, staf medik, dan rumah sakit keseluruhan 

untuk kepentingan pelayanan penderita yang lebih baik (Siregar, 2004). 

5. Ruang Lingkup Fungsi IFRS 

IFRS dalam melaksanakan tugas dan melakukan pelayanan farmasi 

yang luas mempunyai berbagai fungsi, yakni digolongkan menjadi fungsi 

nonklinik dan fungsi klinik. Fungsi nonklinik IFRS biasanya tidak secara 

langsung dilakukan sebagai bagian terpadu dan bersifat segera dari 

pelayanan penderita serta lebih sering merupakan tanggung jawab 

apoteker rumah sakit dan tenaga teknis kefarmasian. Jadi, fungsi nonklinik 

biasanya tidak memerlukan interaksi dengan profesional kesehatan lain, 

meskipun semua pelayanan farmasi harus di setujui oleh staf medik 

melalui panitia farmasi dan terapi (PFT). Sebaliknya fungsi klinik adalah 

fungsi yang secara langsung dilakukan sebagai bagian terpadu dari 

perawatan penderita atau memerlukan interaksi dengan profesional 

kesehatan lain yang secara langsung terlibat dalam pelayanan penderita. 

Ruang lingkup fungsi farmasi nonklinik adalah perencanaan; 

penetapan spesifikasi produk dan pemasok; pengadaan; pembelian; 

produksi; penyimpanan; pengemasan dan pengemasan kembali; distribusi 

dan pengendalian semua perbekalan kesehatan yang beredar dan 

digunakan di rumah sakit secara keseluruhan. Distribusi obat menjadi 
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fungsi farmasi klinik apabila dalam sistem distribusi rumah sakit apoteker 

berinteraksi dengan dokter, perawat dan penderita. Ruang lingkup fungsi 

farmasi klinik mencangkup fungsi farmasi yang dilakukan dalam program 

rumah sakit, yaitu: pemantauan terapi obat (PTO); evaluasi penggunaan 

obat (EPO); penanganan bahan sitotoksik; pelayanan di unit perawatan 

kritis; pemeliharaan formularium; penelitian; pengendalian infeksi di 

rumah sakit; sentra informasi obat; pemantauan dan pelaporan reaksi obat 

merugikan (ROM); sistem formularium, panitia farmasi, dan terapi; sistem 

pemantauan kesalahan obat; buletin terapi obat; program edukasi ñin-

serviceò  bagi apoteker, dokter, dan perawat; investigasi obat; dan unit 

gawat darurat. 

Fungsi farmasi klinik yang berkaitan langsung dengan penderita, 

yaitu fungsi dalam proses penggunaan obat, konsultasi dengan dokter 

tentang pemilihan regimen  obat penderita tertentu, interpretasi resep atau 

order obat; pembuatan profil pengobatan penderita (P3), konsultasi dengan 

perawat tentang regimen obat penderita; pemantauan efek obat pada 

penderita; edukasi penderita; konseling dengan penderita yang akan selesai 

menjalankan perawatan dari rumah sakit; pelayanan farmakokinetika 

klinik; pelayanan farmasi klinik yang bersifar spesialistis; pelayanan 

pencampuran sediaan intravena; dan pelayanan nutrisi lengkap parenteral. 

IFRS perlu menerapkan sistem mutu industri produk dan pelayanan yang 

sesuai dengan standar sistem mutu international ISO 9000, untuk 
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melaksanakan seluruh kegiatan fungsi tersebut, baik fungsi nonklinik 

maupun fungsi klinik (Siregar, 2004). 

6. IFRS Sebagai Unit Produksi 

Sebagai organisasi/unit produksi, ruang lingkup pelayanan instalasi 

farmasi adalah menyediakan dan menjamin mutu produk yang dihasilkan 

untuk kepentingan penderita dan profesional kesehatan yang ada di rumah 

sakit. IFRS bertanggung jawab dalam proses pengadaan sediaan farmasi, 

baik yang berasal dari pembelian langsung maupun melalui produksi 

sendiri dalam skala rumah sakit. Produksi sendiri dilakukan oleh IFRS, 

jika produk sediaan farmasi tersebut tidak tersedia di perdagangan secara 

komersial. Kegiatan produksi sendiri juga dilakukan apabila secara 

ekonomi diperhitungkan sendiri akan lebih menguntungkan bagi pihak 

rumah sakit khususnya IFRS. Produksi sendiri akan lebih menguntungkan. 

Produksi obat atau sediaan farmasi yang dilakukan merupakan produksi 

lokal untuk keperluan rumah sakit itu sendiri. Produksi tersebut meliputi 

produksi sediaan steril (infus, injeksi volume kecil, dan tetes mata) dan 

sediaan nonsteril (sirup, krim dan serbuk). Dalam proses produksi tersebut 

dilakukan berbagai tahapan yakni mencakup desain dan pengembangan 

produk; pengadaan, perencanaan dan pengembangan proses, produksi, 

pengujian akhir, pengemasan, penyimpanan sampai dengan penghantaran 

produk tersebut pada penderita atau profesional kesehatan lain. Oleh 

karena itu, IFRS perlu menetapkan standar sistem mutu ISO 9001 dan 

dilengkapi dengan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). 
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Disamping itu, kegiatan lain yang dapat dilakukan oleh IFRS 

adalah melaksanakan pengemasan  dan atau pengemasan kembali sediaan 

farmasi dan pengemasan unit tunggal/dosis obat sebagai salah satu bentuk 

kegiatan produksi obat. Pengemasan kembali bertujuan untuk mengemas 

obat dalam bentuk, kekuatan, dan jumlah yang disesuaikan dengan 

kebutuhan. Pengemasan unit tunggal/unit dosis ditujukan untuk 

memaksimalkan kemanfaatan  dari sistem distribusi obat unit dosis. Dalam 

pelaksanaannya, IFRS hendaknya menerapkan standar CPOB dan ISO 

9001, untuk menjamin mutu yang konsisten dari produk pengemasan 

sediaan farmasi (Siregar, 2004). 

7. IFRS Sebagai Unit Pelayanan  

Instalasi farmasi merupakan suatu organisasi pelayanan di rumah 

sakit yang memberikan pelayanan produk bersifat nyata (tangible) dan 

pelayanan farmasi klinik bersifat tidak nyata (intangible) bagi konsumen. 

Apabila dikaitkan dengan ilmu pemasaran, pada proses penghantaran 

pelayanan tersebut, utamanya dalam pelayanan farmasi klinik, terdapat 

titik temu antara produsen (dalam hal ini IFRS) dan konsumen. Farmasi 

klinik memiliki komponen dasar utama, yaitu komunikasi, konseling, dan 

konsultasi. Oleh karena itu, pelayanan farmasi klinik mensyaratkan adanya 

kegiatan komunikasi antara apoteker dengan penderita, perawat dan 

profesional kesehatan; konseling obat kepada penderita; dan konsultasi 

mengenai obat yang dilakukan oleh apoteker untuk profesional kesehatan 

lain pada titik temu tersebut. 



19 
 

 
 

Pada titik temu tersebut terjadi komunikasi antara penderita dengan 

IFRS untuk mengidentifikasi kebutuhan dan mengetahui umpan balik baik 

pelayanan negatif atau pelayanan positif yang telah dihantarkan. Asesmen 

oleh IFRS dan penderita setelah pelayanan  dihantarkan merupakan 

kegiatan yang penting untuk memperoleh kritik dan saran yang bermanfaat 

untuk memperbaiki pelayanan yang akan datang. 

Pelayanan yang diberikan oleh instalasi farmasi selain difokuskan 

terhadap konsumen, juga ditujukan kepada pihak yang berkaitan, yaitu 

anggota masyarakat rumah sakit, pemilik rumah sakit, stakeholders. 

instalasi farmasi harus mempertimbangkan; mengidentifikasi kebutuhan 

dan harapan seluruh pihak; menerjemahkan kebutuhan dan harapan 

menjadi persyaratan  serta mengkomunikasikan persyaratan pelayanan 

kepada seluruh tingkat personal di IFRS; dan mengembangkan seluruh 

proses untuk menciptakan nilai bagi pihak yang berkepentingan tersebut 

(Siregar, 2004). 

8. Standar Minimal IFRS     

a. Standar I: Manajerial  

1) Pimpinan IFRS 

IFRS harus dipimpin oleh seorang apoteker yang secara 

profesional kompeten dan memenuhi persyaratan hukum.  Jabatan 

pimpinan IFRS harus berada pada tingkat yang sama dengan 

jabatan pimpinan staf medik fungsional (SMF) dalam struktur 

rumah sakit. 
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Tugas dan tanggung jawab pimpinan IFRS, antara lain : 

a) Bertugas dan bertanggung jawab memimpin semua kegiatan,    

baik fungsi nonklinik maupun fungsi klinik. 

b) Mengelola dan mengendalikan semua perbekalan kesehatan 

yang beredar dan digunakan di rumah sakit, menjamin 

keamanan, kemanfaatan, dan mutu perbekalan kesehatan yang 

paling baik. 

c) Bertanggung jawab dalam menetapkan sasaran jangka pendek 

dan jangka panjang berdasar pada visi, misi, dan 

pengembangan serta kecenderungan dalam pelayanan 

kesehatan, praktik farmasi yang diperluas, dan kebutuhan 

khusus rumah sakit. 

d) Mengembangkan suatu rencana strategis dan jadwal untuk 

mencapai sasaran, mengawasi penerapan rencana dan kegiatan 

harian yang berkaitan dengan rencana itu, menetapkan sasaran 

dan jadwal yang telah dipenuhi, serta melakukan tindakan 

koreksi apabila diperlukan. 

e) Mengetahui sepenuhnya tentang praktik farmasi rumah sakit 

dan manajemen rumah sakit, serta telah menyelesaikan studi 

minimal dalam program studi pascasarjana (S-1) bidang 

farmasi rumah sakit. 

f) Menentukan jadwal kerja, prosedur, dan penugasan personal 

dengan cara yang seefisien mungkin. 
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g) Menyiapkan laporan berkala untuk pimpinan rumah sakit, yang 

mengandung informasi kualitatif dan kuantitatif tentang 

kegiatan IFRS untuk suatu periode. 

2) Personal IFRS 

a) Pimpinan IFRS dalam melakukan tugas dan fungsi IFRS, 

dibantu oleh beberapa apoteker yang memenuhi syarat dan 

sejumlah personal pendukung yakni tenaga teknis kefarmasian, 

dan petugas administrasi yang memadai dan memenuhi syarat. 

b) Personal pendukung yang harus tersedia, untuk meminimalkan 

beban kerja apoteker dalam menjalankan tugas yang tidak 

memerlukan pertimbangan profesional. 

c) Semua personal memiliki pendidikan dan pengalaman 

pelatihan yang diperlukan untuk mendukung tugas dan 

tanggung jawab.  

d) Personel dipilih dan diangkat berdasarkan kualifikasi yang 

berkaitan dengan tugas yang diemban. 

e) Garis kewenangan dan bidang tanggung jawab dalam IFRS 

harus ditetapkan secara jelas. Uraian kerja, data kualifikasi, dan 

posisi harus terdokumentasi untuk semua kategori personal 

IFRS harus disediakan/direvisi jika diperlukan (Siregar, 2004). 
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b. Standar II: Fasilitas 

Ruangan, peralatan, dan perbekalan kesehatan harus disediakan 

untuk mendukung fungsi profesional dan administratif IFRS 

sebagaimana yang dipersyaratkan. Persyaratan lain mengenai fasilitas 

yang sebaiknya tersedia di IFRS antara lain; 

1) IFRS harus berada dalam lokasi yang strategis mudah dijangkau 

dan diketahui masyarakat rumah sakit. 

2) Ruangan dan alat kesehatan harus tersedia. 

3) Memiliki laboratorium untuk melakukan penelitian dan pengujian. 

4) Memiliki sumber pustaka tentang medis. 

5) Memiliki komputer yang cukup untuk menyimpan data. 

6) Memiliki alat komunikasi, baik telepon, email maupun fax 

(Siregar, 2004). 

c. Standar III: Distribusi dan Pengendalian Obat 

Kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan distribusi obat 

intra rumah sakit, harus terdokumentasi dan dikembangkan oleh 

pimpinan IFRS bersama-sama PFT, staf medik, perawat, dan 

perwakilan disiplin lain. IFRS adalah sebagai satu-satunya unit/bagian 

yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perbekalan kesehatan 

menyeluruh mulai dari perencanaan, pengadaan (pembelian, dan 

manufaktur), pengendalian mutu, penyimpanan, penyiapan, peracikan, 

pelayanan resep, distribusi sampai dengan pengendalian atas 

perbekalan kesehatan yang beredar, dan digunakan di rumah sakit. 
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Dalam pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab IFRS tersebut, 

apoteker hendaknya secara rutin hadir kedalam semua area perawatan 

penderita, mengadakan hubungan dengan personal penderita, dan 

berkontribusi pada prosedur medis dan perawatan yang berkaitan 

dengan obat, yaitu: 

1) Apoteker harus memelihara kemutakhiran formularium obat yang 

digunakan di rumah sakit. Sediaan obat yang dimasukan dalam 

formularium dipilih oleh PFT sedangkan  tanggung jawab apoteker 

adalah menetapkan spesifikasi semua sediaan obat tersebut serta 

memilih pemasok (suplier). 

2) IFRS bertanggung jawab untuk menyimpan, melakukan 

pengemasan, pemberian label, pendistribusian, dan pemeliharaan 

rekaman inventaris obat.  

3) IFRS menetapkan prosedur terdokumentasi untuk pelayanan obat 

dan pelaksanaan pekerjaan kefarmasian dalam peristiwa suatu 

bencana. 

4) Apoteker wajib mengkaji resep sebelum menyerahkan setiap obat 

kepada penderita. Sistem komputerisasi keseluruhan rumah sakit 

dan IFRS, harus dilindungi dan dijamin keamananya terhadap 

pemasukan data yang tidak sah. Semua sistem harus dilengkapi 

untuk pengkajian dan resep dokter sebelum obat diserahkan. Untuk 

itu, IFRS harus membuat prosedur atau instruksi kerja tertulis. 
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5) Profil pengobatan penderita (P-3) untuk semua penderita rawat 

tinggal dan rawat jalan (atau yang dipilih) harus dibuat, dipelihara, 

dan digunakan oleh tenaga kefarmasian yang ada di IFRS. 

6) Apoteker wajib menetapkan prosedur pengendalian yang 

diperlukan untuk memastikan bahwa penderita menerima obat 

yang benar pada waktu yang tepat, sehingga semua obat yang 

digunakan di rumah sakit itu didistribusikan oleh IFRS. 

Keseluruhan obat harus dikemas, diberi etiket, dan didistribusikan 

dengan cara yang memenuhi standar profesional yang berlaku dan 

sesuai persyaratan hukum. 

7) Semua obat yang diserahkan oleh apoteker untuk dikonsumsi 

penderita sebaiknya dalam kemasan unit tunggal dan sedapat 

mungkin dalam bentuk siap konsumsi. Hal itu dilaksanakan dengan 

harapan memberikan jaminan kualitas dan keamanan bagi 

keselamatan penderita. 

8) Personal IFRS harus menyiapkan semua produk steril, antara lain: 

injeksi kemoterapi, sediaan infus, sediaan parenteral, pencampuran 

sediaan intravena, dan larutan irigasi. 

9) Apoteker bekerja sama dengan staf rumah sakit wajib menetapkan 

kebijakan dan prosedur terdokumentasi untuk penanganan obat 

yang diduga berbahaya dalam pekerjaan (occupational hazard). 

Prosedur tersebut harus memelihara keutuhan sediaan obat dan 

melindungi personal rumah sakit. 
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10) Persediaan obat diruang penderita/unit perawat di ruang, harus 

seminimal mungkin dan dibatasi hanya obat untuk penggunaan 

darurat dan obat aman yang secara rutin digunakan, seperti obat 

cuci mulut dan larutan anti septik. Hal tersebut dilakukan guna 

memastikan bahwa tidak ada obat yang kadaluarsa atau obat macet, 

selain itu semua obat yang ada dalam persediaan harus diberi etiket 

dan disimpan dengan baik. 

11) IFRS harus mengadakan suatu sistem (prosedur dan/atau instruksi 

kerja) untuk penghapusan dari setiap obat yang ditarik dari 

perdagangan. 

12) Apabila dimungkinkan, apoteker harus menyiapkan formulasi, 

kekuatan, dan bentuk sediaan obat serta pengemasan sediaan obat 

yang tidak tersedia secara komersial, tetapi yang berguna untuk 

perawatan penderita. Prosedur dan standar jaminan mutu  yang 

memadai harus dikembangkan dan dilaksanakan dalam 

memproduksi sediaan obat di rumah sakit. 

13) Kebijakan dan prosedur tertulis harus ditetapkan oleh IFRS untuk 

mengidentifikasi terhadap penggunaan obat yang dibawa kerumah 

sakit oleh penderita (Siregar, 2004). 

d. Standar IV: Informasi Obat  

IFRS bertugas dan bertanggung jawab memberikan informasi 

yang akurat dan komprehensif bagi staf medik, profesional kesehatan 

lain, dan penderita terkait dengan informasi obat. IFRS sebagai sentral 
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informasi obat mempunyai wewenang untuk melakukan serangkaian 

kegiatan sebagai berikut: 

1) Apoteker bertugas dan bertanggung jawab memelihara sumber 

informasi obat yang paling mutakhir dan menggunakan informasi 

tersebut secara efektif. Selain menyediakan informasi obat tertentu, 

apoteker wajib mengadakan evaluasi objektif terhadap pustaka obat 

dan memberi pendapat yang benar tentang hal-hal yang berkaitan 

dengan obat. Keterampilan mengevaluasi pustaka diperlukan agar 

apoteker dapat menyeleksi sumber pustaka yang paling bermanfaat 

di rumah sakit. 

2) IFRS harus memiliki apoteker spesialis informasi obat yang 

minimal telah lulus S-2 bidang khusus farmasi rumah sakit dan 

telah terlatih dalam penanganan komputer, internet, evaluasi 

pustaka, interpretasi hasil suatu penelitian dalam majalah ilmiah, 

membuat informasi ringkas, padat, jelas, dan dapat dipercaya. 

3) Apoteker wajib untuk selalu memberi informasi yang cukup bagi 

staf tentang obat yang digunakan di rumah sakit dan berbagai 

bentuk sediaan dan pemasarannya. 

4) Apoteker wajib membantu untuk memastikan bahwa pada semua 

penderita telah diberikan informasi memadai tentang obat yang 

mereka terima (Siregar, 2004). 
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e. Standar V:  Jaminan Terapi Obat yang Rasional 

Penggunaan obat secara rasional mensyaratkan bahwa 

penderita menerima obat yang sesuai kebutuhan klinik, dalam dosis 

yang memenuhi kebutuhan individual sendiri, untuk periode waktu 

yang memadai, dan harga yang terendah bagi mereka dan komunitas 

mereka. 

Salah satu aspek penting dari pelayanan kefarmasian adalah 

mengoptimalkan penggunaan obat yang rasional. Dalam hal ini, 

apoteker bersama-sama dengan staf medik, wajib mengembangkan 

kebijakan dan prosedur terdokumentasi guna memastikan mutu dari 

terapi obat. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh IFRS untuk 

mengoptimalkan penggunaan obat yang rasional antara lain: 

1) Dokter penulis resep harus mengikuti proses penulisan baku, yang 

dimulai dengan diagnosis untuk menetapkan masalah yang 

memerlukan intervensi, kemudian menetapkan sasaran terapi. 

2) Obat yang ditulis oleh dokter, diserahkan oleh apoteker IFRS 

dengan cara yang aman dan sehat. 

3) Informasi penderita yang cukup wajib dikumpulkan, dipelihara, 

dan dikaji oleh apoteker, guna memastikan partisipasi yang berarti 

dan berhasil dalam perawatan penderita. 

4) Semua resep dokter wajib dikaji ketepatannya oleh apoteker 

sebelum dilakukan penyerahan obat. 
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5) Apoteker bekerja sama dengan PFT, harus mengembangkan suatu 

mekanisme untuk pelaporan dan pengkajian reaksi obat yang 

merugikan (ROM). 

6) Informasi klinis yang tepat dari penderita harus tersedia dan dapat 

dikaji oleh apoteker untuk digunakan dalam kegiatan praktik 

kefarmasian. 

7) Apoteker wajib mengkaji regimen obat setiap penderita, dan 

dikomunikasikan secara langsung apabila ada perubahan, kepada 

dokter penulis resep. 

8) Apoteker melakukan program evaluasi penggunaan obat yang 

formal bersama-sama staf medik, dan dipadukan dengan program 

evaluasi pelayanan penderita rumah sakit secara menyeluruh. 

9) Apoteker harus berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan 

dan pemeliharaan formularium rumah sakit. 

10) Apoteker harus menjadi anggota aktif komite atau panitia di rumah 

sakit yang berkaitan dengan obat (Siregar, 2004). 

f. Standar VI:  Penelitian 

Apoteker dalam suatu rumah sakit mempunyai kewajiban 

profesional ikut berpartisipasi secara aktif dalam meningkatkan 

kegiatan penelitian yang berkaitan dengan sediaan farmasi. Beberapa 

hal yang dapat dilakukan oleh apoteker berkait dengan kegiatan 

penelitian antara lain: 
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1) Apoteker berpartisipasi dalam penelitian farmasetika dan medis 

yang sesuai dengan sasaran, tujuan, dan bersumber dari IFRS dan 

Rumah sakit. 

2) Apoteker senantiasa memelihara informasi yang memadai tentang 

semua studi obat, investigasi dan proyek penelitian serupa yang 

melibatkan obat dan penderita di rumah sakit sebagai peserta. 

3) Apoteker ikut menjadi bagian dalam dewan pengkajian obat 

investigasi rumah sakit. 

4) Apoteker harus memastikan bahwa setiap kebijakan dan prosedur 

penggunaan obat yang tepat dari obat investigasi, di tetapkan dan 

di patuhi. 

5) Apoteker rumah sakit harus mengerti kebutuhan dasar untuk 

penelitian dan memberikan penyelesaian masalah yang sistematik 

dalam praktik kefarmasian; pendekatan ilmiah fundamental; 

komponen dasar dari suatu rencana penelitian; serta bertanggung 

jawab proses pendokumentasian atas dan pelaporan temuan 

(Siregar, 2004). 

g. Standar VII: Pemberian/Konsumsi Obat dan Produk Biologik 

yang Aman 

 

Kebijakan dan prosedur terdokumentasi yang menjamin 

keamanan konsumsi obat dan produk biologik harus dikembangkan 

oleh PFT bekerja sama dengan IFRS, perawat, dan apabila perlu 

perwakilan dari disiplin lain. Kebijakan dan prosedur tersebut harus 

dikaji ulang paling sedikit setiap tahun, apabila perlu direvisi dan 
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dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur tersebut antara lain sebagai 

berikut: 

1) Obat yang diberikan berdasarkan permintaan dari anggota staf 

medik. Permintaan obat secara lisan hanya dapat siterima oleh 

apoteker dan harus dibuktikan oleh praktisi yang melakukan 

permintaan dalam periode waktu yang ditetapkan. 

2) Semua obat bagi rawat inap harus diberikan oleh perawat yang 

telah diberi wewenang atau dibawah pengawasan perawat senior. 

3) Permintaan obat yang bersifat tetap dibatalkan apabila penderita 

menjalani proses pembedahan. 

4) Pencampuran yang aman dari produk parenteral harus dilakukan 

secara hati-hati. Apabila suatu obat ditambahkan pada larutan 

intravena, etiket khusus tambahan harus dilekatkan pada wadah. 

Etiket harus menunjukan nama penderita dan lokasi; nama dan 

jumlah obat yang ditambahkan; nama larutan parenteral dasar; 

tanggal dan waktu penambahan; tanggal, waktu, dan kecepatan 

pemberian; nama atau kode identifikasi individu yang menyiapkan 

campuran, instruksi tambahan, dan tanggal kadaluarsa dari larutan 

campuran. 

5) Penghentian permintaan obat otomatis, ditetapkan oleh PFT dan 

tertera dalam peraturan rumah sakit.  

6) Obat yang akan dikonsumsi harus diverifikasi oleh apoteker 

dengan tenaga kesehatan yang melakukan permintaan agar secara 
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tepat dapat disiapkan untuk konsumsi selanjutnya oleh penderita. 

Penderita harus diidentifikasi sebelum obat dikonsumsi, dan setiap 

dosis obat yang dikonsumsi harus direkam secara tepat dalam 

rekaman medik penderita. 

7) Kesalahan obat dan reaksi obat yang merugikan (ROM) penderita 

harus segera dilaporkan, sesuai dengan prosedur terdokumentasi. 

Persyaratan ini harus mencangkup pemberitahuan kepada praktisi 

yang melakukan permintaan obat. 

8) Obat yang dibawa ke rumah sakit oleh penderita tidak boleh 

dikonsumsi, kecuali obat telah diidentifikasi dan ada permintaan 

tertulis kepada perawat dari praktisi yang bertanggung jawab. 

9) Konsumsi obat sendiri oleh penderita diperbolehkan berdasarkan 

permintaan tertulis tertentu dari dokter yang berwenang sesuai 

dengan kebijakan rumah sakit. 

10) Obat investigasi harus diberikan etiket yang tepat, disimpan dengan 

baik, harus digunakan dibawah pengawasan langsung peneliti 

utama. Obat investigasi diberikan sesuai dengan protokol yang 

telah disetujui oleh komite staf medik. 

11) Permintaan obat dan alat kesehatan yang memuat singkatan dan 

simbol ilmiah dapat dilakukan hanya jika singkatan itu telah tertera 

dalam formularium rumah sakit, yang disetujui oleh staf medik. 

Penggunaan singkatan tidak dianjurkan untuk meminimalkan  

kesalahan. Setiap praktisi yang menulis permintaan obat  harus 
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secara jelas menyatakan waktu pemberian atau jarak waktu antar 

dosis.  

h. Standar VIII : Mutu dalam Pelayanan Perawatan Penderita yang 

Diberikan oleh IFRS 

 

IFRS adalah suatu organisasi pelayanan yang merupakan suatu 

sistem terorganisasi dari keterampilan dan fasilitas khusus. IFRS yang 

merupakan penyedia pelayanan, menghendaki agar pelayanan 

kefarmasian yang diberikan dapat memuaskan. Beberapa ketentuan 

tentang mutu pelayanan yang diberikan oleh IFRS, antara lain: 

1) Pelayanan kefarmasian IFRS adalah serangkaian kegiatan yang 

mempertemukan antara tenaga kefarmasian IFRS dengan 

konsumen (penderita/profesional pelayanan kesehatan) guna 

memenuhi kebutuhan konsumen tersebut. 

2) Karakteristik mutu pelayanan IFRS adalah persyaratan dari 

pelayanan IFRS yang perlu ditetapkan secara jelas berkaitan 

dengan karakteristik yang dapat diamati dan menjadi sasaran 

evaluasi konsumen terhadap standar penerimaan yang telah 

ditetapkan. 

3) Untuk mengendalikan mutu pelayanan, proses yang 

menghantarkan pelayanan kefarmasian IFRS juga perlu ditetapkan 

berkaitan dengan karakteristik yang tidak selalu dapat diamati oleh 

konsumen, tetapi secara langsung mempengaruhi kualitas 

pelayanan. 
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4) Mutu pelayanan IFRS yang diinginkan dapat dicapai dan dipelihara 

dengan melakukan pengukuran dan pengendalian kualitas 

pelayanan secara terus menerus. 

5) Proses penghantaran pelayanan kefarmasian IFRS memainkan 

peranan utama dalam memberikan mutu yang diperlukan pada 

pelayanan. 

6) Tenaga kefarmasian IFRS harus mengadakan interaksi kepada 

konsumen untuk mengetahui kualitas pelayanan kefarmasian yang 

telah diberikan (Siregar, 2004). 

9. Struktur Organisasi IFRS 

Salah satu persyaratan dalam penerapan sistem manajemen mutu 

menyeluruh adalah adanya organisasi yang sesuai, yang dapat 

mengakomodasi seluruh kegiatan pelaksanaan fungsi. IFRS juga harus 

memiliki suatu organisasi yang pasti dan sesuai dengan kebutuhan 

sekarang dan kebutuhan mengakomodasi perkembangan di masa depan, 

dan mengikuti visi yang telah ditetapkan pimpinan rumah sakit dan para 

apoteker rumah sakit. Struktur organisasi dapat dikembangkan dalam tiga 

tingkat, yaitu: tingkat puncak, tingkat menengah dan garis depan. Menejer 

tingkat puncak bertanggung jawab terhadap kegiatan perencanaan, 

penerapan dan pemfungsian yang efektif dari sistem mutu secara 

menyeluruh. Menejer  tingkat menengah, yakni kepala bagian atau unit 

fungsional bertanggung jawab untuk mendesain dan menerapkan berbagai 

kegiatan yang berkaitan dengan mutu dalam bidang fungsional, untuk 



34 
 

 
 

mencapai kualitas pelayanan yang diinginkan. Manajer garis depan terdiri 

atas keseluruhan pengawas yang secara langsung memantau dan 

mengendalikan kegiatan yang berkaitan dengan kualitas pelayanan. Setiap 

personal IFRS harus mengetahui ruang lingkup, tanggung jawab, dan 

kewenangan fungsi yang diberikan, dan dampak mereka pada suatu 

produk atau pelayanan yang diberikan. Selain itu, setiap personal dalam 

IFRS  harus merasa ikut bertanggung jawab untuk mencapai kualitas yang 

terbaik dari produk atau pelayanan (Siregar, 2004). 

C. Pelayanan Farmasi di Rumah sakit 

1. Falsafah dan Tujuan 

Sesuai dengan SK Menkes Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 

tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit bahwa pelayanan farmasi rumah 

sakit adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan 

kesehatan rumah sakit yang utuh dan berorientasi kepada pelayanan 

pasien, penyediaan obat yang bermutu, termasuk pelayanan farmasi klinik 

yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Farmasi rumah sakit 

bertanggung jawab terhadap semua barang farmasi yang beredar di rumah 

sakit tersebut. Tujuan pelayanan farmasi ialah : 

a. Melangsungkan pelayanan farmasi yang optimal baik dalam keadaan 

biasa maupun dalam keadaan gawat darurat, sesuai dengan keadaan 

pasien maupun fasilitas yang tersedia. 

b. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan profesional berdasarkan 

prosedur kefarmasian dan etik profesi. 
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c. Melaksanakan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) mengenai 

obat. 

d. Menjalankan pengawasan obat berdasarkan aturan-aturan yang 

berlaku. 

e. Melakukan dan memberi pelayanan bermutu melalui analisa, telaôah 

dan evaluasi pelayanan. 

f. Mengawasi dan memberi pelayanan bermutu melalui analisa, telaôah 

dan evaluasi pelayanan. 

g. Mengadakan penelitian di bidang farmasi dan peningkatan metoda 

(Achmad, 2004). 

2. Tugas Pokok dan Fungsi 

a. Tugas pokok pelayanan farmasi rumah sakit meliputi beberapa hal 

yaitu: 

1) Melangsungkan pelayanan farmasi yang optimal. 

2) Menyelenggarakan kegiatan pelayanan farmasi profesional 

berdasarkan prosedur kefarmasian dan etik profesi. 

3) Melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE). 

4) Memberi pelayanan bermutu melalui analisa, dan evaluasi untuk 

meningkatkan mutu pelayanan farmasi. 

5) Melakukan pengawasan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. 

6)  Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang farmasi. 

7) Mengadakan penelitian dan pengembangan di bidang farmasi. 
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8) Memfasilitasi dan mendorong tersusunnya standar pengobatan dan 

formularium rumah sakit. 

b. Fungsi pelayanan farmasi rumah sakit mencakup: 

1) Pengelolaan Perbekalan Farmasi 

a) Memilih perbekalan farmasi sesuai kebutuhan pelayanan rumah 

sakit. 

b) Merencanakan kebutuhan perbekalan farmasi secara optimal. 

c) Mengadakan perbekalan farmasi berpedoman pada 

perencanaan yang telah dibuat sesuai ketentuan yang berlaku. 

d) Memproduksi perbekalan farmasi untuk memenuhi kebutuhan 

pelayanan kesehatan di rumah sakit. 

e) Menerima perbekalan farmasi sesuai dengan spesifikasi dan 

ketentuan yang berlaku. 

f) Menyimpan perbekalan farmasi sesuai dengan spesifikasi dan 

persyaratan kefarmasian. 

g) Mendistribusikan perbekalan farmasi ke unit-unit pelayanan di 

rumah sakit. 

2) Pelayanan Kefarmasian dalam Penggunaan Obat dan Alat 

Kesehatan 

a) Mengkaji instruksi pengobatan/resep pasien. 

b) Mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan penggunaan 

obat dan alat kesehatan. 
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c) Mencegah dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan obat 

dan alat kesehatan. 

d) Memantau efektifitas dan keamanan penggunaan obat dan alat 

kesehatan. 

e) Memberikan informasi kepada petugas kesehatan, 

pasien/keluarga. 

f) Memberi konseling kepada pasien/keluarga. 

g) Melakukan pencampuran obat suntik. 

h) Melakukan penyiapan nutrisi parenteral. 

i) Melakukan penanganan obat kanker. 

j) Melakukan penentuan kadar obat dalam darah. 

k) Melakukan pencatatan setiap kegiatan. 

l) Melaporkan setiap kegiatan (Achmad, 2004). 

3. Administrasi dan Pengelolaan 

Pelayanan diselenggarakan dan diatur demi berlangsungnya 

pelayanan farmasi yang efisien dan bermutu, berdasarkan fasilitas yang 

ada dan standar pelayanan keprofesian yang universal. 

a. Adanya bagan organisasi yang menggambarkan uraian tugas, fungsi, 

wewenang dan tanggung jawab serta hubungan koordinasi di dalam 

maupun di luar pelayanan farmasi yang ditetapkan oleh pimpinan 

rumah sakit. 

b. Bagan organisasi dan pembagian tugas dapat direvisi kembali setiap 

tiga tahun dan diubah bila terdapat hal: 
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1) Perubahan pola kepegawaian. 

2) Perubahan standar pelayanan farmasi. 

3) Perubahan peran rumah sakit. 

4) Penambahan atau pengurangan pelayanan. 

c. Kepala Instalasi Farmasi harus terlibat dalam perencanaan manajemen 

dan penentuan anggaran serta penggunaan sumber daya. 

d. Instalasi Farmasi harus menyelenggarakan rapat pertemuan untuk 

membicarakan masalah-masalah dalam peningkatan pelayanan 

farmasi. Hasil pertemuan tersebut disebar luaskan dan dicatat untuk 

disimpan. 

e. Adanya Komite/Panitia Farmasi dan Terapi di rumah sakit dan 

apoteker IFRS (Insatalasi Farmasi Rumah Sakit) menjadi sekretaris 

komite/panitia. 

f. Adanya komunikasi yang tetap dengan dokter dan paramedis, serta 

selalu berpartisipasi dalam rapat yang membahas masalah perawatan 

atau rapat antar bagian atau konferensi dengan pihak lain yang 

mempunyai relevansi dengan farmasi. 

g. Hasil penilaian/pencatatan konduite terhadap staf didokumentasikan 

secara rahasia dan hanya digunakan oleh atasan yang mempunyai 

wewenang untuk itu. Dokumentasi yang rapi dan rinci dari pelayanan 

farmasi dan dilakukan evaluasi terhadap pelayanan farmasi setiap tiga 

tahun. 
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h. Kepala Instalasi Farmasi harus terlibat langsung dalam perumusan 

segala keputusan yang berhubungan dengan pelayanan farmasi dan 

penggunaan obat (Achmad, 2004). 

4. Staf dan Pimpinan 

Pelayanan farmasi diatur dan dikelola demi terciptanya tujuan 

pelayanan. Ketentuan yang berkaitan dengan sumber daya manusia di 

Instalasi Farmasi Rumah Sakit antara lain yaitu: 

a. IFRS (Instalasi Farmasi Rumah Sakit) dipimpin oleh Apoteker. 

b. Pelayanan farmasi diselenggarakan dan dikelola oleh Apoteker yang 

mempunyai pengalaman minimal dua tahun di bagian farmasi rumah 

sakit. 

c. Apoteker telah terdaftar di Departemen kesehatan dan mempunyai 

surat ijin kerja. 

d. Pada pelaksanaannya Apoteker dibantu oleh Tenaga Ahli Madya 

Farmasi (D-3) dan Tenaga Menengah Farmasi (AA). 

e. Kepala Instalasi Farmasi bertanggung jawab terhadap segala aspek 

hukum dan peraturan-peraturan farmasi baik terhadap pengawasan 

distribusi maupun administrasi barang farmasi. 

f. Setiap saat harus ada apoteker di tempat pelayanan untuk 

melangsungkan dan mengawasi pelayanan farmasi dan harus ada 

pendelegasian wewenang yang bertanggung jawab bila kepala farmasi 

berhalangan. 

g. Adanya uraian tugas (job description) bagi staf dan pimpinan farmasi. 
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h. Adanya staf farmasi yang jumlah dan kualifikasinya disesuaikan 

dengan kebutuhan. 

i. Apabila ada pelatihan kefarmasian bagi mahasiswa fakultas farmasi 

atau tenaga farmasi lainnya, maka harus ditunjuk apoteker yang 

memiliki kualifikasi pendidik/pengajar untuk mengawasi jalannya 

pelatihan tersebut. 

j. Penilaian terhadap staf harus dilakukan berdasarkan tugas yang terkait 

dengan pekerjaan fungsional yang diberikan dan juga pada penampilan 

kerja yang dihasilkan dalam meningkatkan mutu pelayanan (Achmad, 

2004). 

5. Fasili tas dan Peralatan 

Ruangan, peralatan dan fasilitas lain yang dapat mendukung 

administrasi, profesionalisme dan fungsi teknik pelayanan farmasi harus 

tersedia, sehingga menjamin terselenggaranya pelayanan farmasi yang 

fungsional, profesional, dan etis. Beberapa fasilitas yang harus ada di 

Instalasi Farmasi Rumah Sakit adalah: 

a. Fasilitas penyimpanan barang farmasi yang menjamin semua barang 

farmasi tetap dalam kondisi yang baik dan dapat dipertanggung 

jawabkan sesuai dengan spesifikasi masing-masing barang farmasi dan 

sesuai dengan peraturan. 

b. Fasilitas produksi obat yang memenuhi standar. 

c. Fasilitas untuk pendistribusian obat. 

d. Fasilitas pemberian informasi dan edukasi. 
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e. Fasilitas untuk penyimpanan arsip resep. 

f. Ruangan perawatan harus memiliki tempat penyimpanan obat yang 

baik sesuai dengan peraturan dan tata cara penyimpanan yang baik. 

g. Obat yang bersifat adiksi disimpan sedemikian rupa demi menjamin 

keamanan setiap staf (Achmad, 2004). 

6. Kebijakan dan Prosedur 

Semua kebijakan dan prosedur yang ada harus tertulis dan 

dicantumkan tanggal dikeluarkannya peraturan tersebut. Peraturan dan 

prosedur yang ada harus mencerminkan standar pelayanan farmasi 

mutakhir yang sesuai dengan peraturan dan tujuan dari pada pelayanan 

farmasi itu sendiri. Beberapa ketentuan yang berkait dengan kebijakan dan 

prosedur antara lain sebagai berikut: 

a. Kriteria kebijakan dan prosedur dibuat oleh kepala instalasi, 

panitia/komite farmasi dan terapi serta para apoteker. 

b. Obat hanya dapat diberikan setelah mendapat pesanan dari dokter dan 

apoteker menganalisa secara kefarmasian. Obat adalah bahan 

berkhasiat dengan nama generik. 

c. Kebijakan dan prosedur yang tertulis harus mencantumkan beberapa 

hal berikut : 

1) Macam obat yang dapat diberikan oleh perawat atas perintah 

dokter. 

2) Label obat yang memadai. 

3) Daftar obat yang tersedia. 
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4) Gabungan obat parenteral dan labelnya. 

5) Pencatatan dalam rekam farmasi pasien beserta dosis obat yang 

diberikan. 

6) Pengadaan dan penggunaan obat di rumah sakit. 

7) Pelayanan perbekalan farmasi untuk pasien rawat inap, rawat jalan, 

karyawan dan pasien tidak mampu. 

8) Pengelolaan perbekalan farmasi yang meliputi perencanaan, 

pengadaan, penerimaan, pembuatan/produksi, penyimpanan, 

pendistribusian dan penyerahan. 

9) Pencatatan, pelaporan dan pengarsipan mengenai pemakaian obat 

dan efek samping obat bagi pasien rawat inap dan rawat jalan serta 

pencatatan penggunaan obat yang salah dan atau dikeluhkan 

pasien. 

10) Pengawasan mutu pelayanan dan pengendalian perbekalan farmasi. 

11) Pemberian konseling/informasi oleh apoteker kepada pasien 

maupun keluarga pasien dalam hal penggunaan dan penyimpanan 

obat serta berbagai aspek pengetahuan tentang obat demi 

meningkatkan derajat kepatuhan dalam penggunaan obat. 

12) Pemantauan terapi obat (PTO) dan pengkajian penggunaan obat. 

13) Apabila ada sumber daya farmasi lain disamping instalasi maka 

secara organisasi dibawah koordinasi instalasi farmasi. 

14) Prosedur penarikan/penghapusan obat. 

15) Pengaturan persediaan dan pesanan. 
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16) Cara pembuatan obat yang baik. 

17) Penyebaran informasi mengenai obat yang bermanfaat kepada staf. 

18) Masalah penyimpanan obat yang sesuai dengan 

pengaturan/undang-undang. 

19) Pengamanan pelayanan farmasi dan penyimpanan obat harus 

terjamin. 

20) Peracikan, penyimpanan dan pembuangan obat-obat sitotoksik. 

21) Prosedur yang harus ditaati bila terjadi kontaminasi terhadap staf. 

d. Harus ada sistem yang mendokumentasikan penggunaan obat yang 

salah dan atau mengatasi masalah obat. 

e. Kebijakan dan prosedur harus konsisten terhadap sistem pelayanan 

rumah sakit lainnya (Achmad, 2004). 

7. Pengembangan Staf dan Program Pendidikan 

Setiap staf di rumah sakit harus mempunyai kesempatan untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Pengembangan tersebut 

dapat dilakukan melalui beberapa langkah, yakni: 

a. Apoteker harus memberikan masukan kepada pimpinan dalam 

menyusun program pengembangan staf. 

b. Staf yang baru mengikuti program orientasi sehingga mengetahui tugas 

dan tanggung jawab. 

c. Adanya mekanisme untuk mengetahui kebutuhan pendidikan bagi staf. 

d. Setiap staf diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan 

dan program pendidikan berkelanjutan. 
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e. Staf harus secara aktif dibantu untuk mengikuti program yang 

diadakan oleh organisasi profesi, perkumpulan dan institusi terkait. 

f. Penyelenggaraan pendidikan dan penyuluhan meliputi: 

1) Penggunaan obat dan penerapannya. 

2) pendidikan berkelanjutan bagi staf farmasi. 

3) praktikum farmasi bagi siswa farmasi dan pasca sarjana farmasi 

(Achmad, 2004). 

8. Evaluasi dan Pengendalian Mutu 

Pelayanan farmasi harus mencerminkan kualitas pelayanan 

kefarmasian yang bermutu tinggi, melalui cara pelayanan farmasi rumah 

sakit yang baik. Untuk itu perlu beberapa evaluasi yang harus diterapkan 

diantaranya, yaitu: 

a. Pelayanan farmasi dilibatkan dalam program pengendalian mutu 

pelayanan rumah sakit. 

b. Mutu pelayanan farmasi harus dievaluasi secara periodik terhadap 

konsep, kebutuhan, proses, dan hasil yang diharapkan demi menunjang 

peningkatan mutu pelayanan. 

c. Apoteker dilibatkan dalam merencanakan program pengendalian mutu. 

d. Kegiatan pengendalian mutu mencakup hal-hal berikut : 

1) Pemantauan: pengumpulan semua informasi yang penting yang 

berhubungan dengan pelayanan farmasi. 

2) Penilaian: penilaian secara berkala untuk menentukan masalah-

masalah pelayanan dan berupaya untuk memperbaiki. 
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3) Tindakan: bila masalah-masalah sudah dapat ditentukan maka 

harus diambil tindakan untuk memperbaikinya dan didokumentasi. 

4) Evaluasi: efektivitas tindakan harus dievaluasi agar dapat 

diterapkan dalam program jangka panjang. 

5) Umpan balik: hasil tindakan harus secara teratur diinformasikan 

kepada staf (Achmad, 2004). 

D. Komite Medik  

1. Konsep Dasar Komite Medik  

Komite medik menjalankan fungsi untuk menegakkan 

profesionalisme dengan mengendalikan staf medis yang melakukan 

pelayanan medis dirumah sakit. Pengendalian tersebut dilakukan dengan 

mengatur secara rinci kewenangan melakukan pelayanan medis. 

Pengendalian ini dilakukan secara bersama oleh kepala/direktur rumah 

sakit dan komite medik. Komite medik melakukan kredensial, 

meningkatkan mutu profesi, dan menegakkan disiplin profesi serta 

merekomendasikan tindaklanjutnya kepada kepala/direktur rumah sakit; 

sedangkan kepala/direktur rumah sakit menindak lanjuti rekomendasi 

komite medik dengan mengerahkan semua sumber daya agar 

profesionalisme para staf medisdapat diterapkan dirumah sakit. 

Konsep profesionalisme di atas didasarkan pada kontrak sosial 

antara profesi medis dengan masyarakat. Di satu pihak, profesi medis 

sepakat untuk memproteksi masyarakat dengan melakukan penapisan 

terhadap staf medis yang akan menjalankan praktik dalam masyarakat. 
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Hanya staf medis yang baik sajalah yang diperkenankan melakukan 

pelayanan pada masyarakat, hal ini dilakukan melalui mekanisme 

perizinan. Sedangkan staf medis yang belum memenuhi syarat, dapat 

menjalani proses pembinaan agar memiliki kompetensi yang diperlukan 

sehingga dapat diperkenankan melakukan pelayanan pada masyarakat 

setelah melalui kredensial. Di lain pihak, kelompok profesi staf medis 

memperoleh hak istimewa untuk melakukan praktik kedokteran secara 

eksklusif, dan tidak boleh ada pihak lain yang melakukan hal tersebut. 

Dengan hak istimewa tersebut para staf medis dapat memperoleh manfaat 

ekonomis dan profesi. Namun demikian, bila ada staf medis yang 

melakukan pelanggaran standar profesi maka dapat dilakukan tindakan 

disiplin profesi. Tindakan disiplin ini berbentuk penangguhan hak 

istimewa tersebut agar masyarakat terhindar dari praktisi medis yang tidak 

profesional. 

Dalam dunia nyata, di banyak negara, kontrak sosial antara 

profesimedis dengan masyarakat dituangkan dalam bentuk undang-undang 

praktik kedokteran. Pelaksanaan pengendalian profesi medis dalam 

kehidupan sehari-hari dilaksanakan oleh suatu lembaga yang dibentuk oleh 

undang-undang praktik kedokteran yang biasanya disebut sebagai konsil 

kedokteran. Lembaga tersebut selain memberikan izin untuk menjalankan 

profesi, juga berwenang menangguhkan atau mencabut izin tersebut bila 

terjadipelanggaran standar profesi. Tindakan disiplin profesi tersebut 

dilakukansetelah melalui proses sidang disiplin profesi. 
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Dalam tataran rumah sakit, kontrak sosial terjadi antara para 

staf  medis yang melakukan pelayanan medis dengan pasien. Kontrak 

tersebut dituangkan dalam dokumen peraturan internal staf medis. 

Pengendalian profesi medis dilaksanakan melalui tata kelola klinis untuk 

melindungi pasien yang dilaksanakan oleh komite medik. Dengan 

demikian komite medik di rumah sakit dapat dianalogikan dengan konsil 

kedokteran pada tataran nasional. Komite medik melaksanakan fungsi 

kredensial, penjagaan mutu profesi dan disiplin profesi melalui tiga sub 

komite, yaitu sub komite kredensial, sub komite mutu profesi, dan sub 

komite etika dan disiplin profesi (Perdhaki, 2011). 

2. Peranan Komite Medik Dalam Menegakkan Profesionalisme 

Komite medik memegang peran utama dalam menegakkan 

profesionalisme staf medis yang bekerja di rumah sakit. Peran tersebut 

meliputi rekomendasi pemberian izin melakukan pelayanan medis di 

rumahsakit termasuk rinciannya, memelihara kompetensi dan etika 

profesi, serta menegakkan disiplin profesi. Untuk itu kepala/direktur 

rumah sakit berkewajiban agar komite medis senantiasa memiliki akses 

informasi terinci tentang masalah keprofesian setiap staf medis di rumah 

sakit. Mitra yang profesional memegang peranan penting dalam dalam 

pelaksanaan fungsi komite medik. 

Mitra yang profesional adalah sekelompok staf medis dengan 

reputasi dan kompetensi profesi yang baik untuk menelaah segala hal yang 

terkait dengan profesi medis, termasuk evaluasi kewenangan klinis. Staf 
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medis dalam mitra yang profesional tersebut berasal tidak terbatas dari staf 

medis yang telah ada di rumah sakit tersebut saja, tetapi dapat juga berasal 

dari luar rumah sakit, misalnya perhimpunan spesialis, kolegium, atau 

fakultas kedokteran. Komite medik bersama kepala/direktur rumah sakit 

membentuk panita yang terdiri dari mitra yang profesional tersebut untuk 

menjalankan fungsi kredensial, penjagaan mutu profesi, maupun 

penegakan disiplin dan etika profesi di rumah sakit. Selain itu, disadari 

bahwa rumah sakit dapat membutuhkan beberapa panitia lain dalam 

rangka tata kelola klinis yang baik seperti panitia rekam medis, dan 

sebagainya. Panitia-panitia tersebut perlu dikoordinasikan secara 

fungsional oleh sebuah komite tertentu yang bertanggung jawab pada 

kepala/direktur rumah sakit. Komite tersebut berperan meningkatkan mutu 

rumah sakit yang tidak langsung berkaitan dengan profesi medis, sehingga 

perlu dibentuk secara tersendiri agar dapat melakukan tugasnya secara 

lebih terfokus (Perdhaki, 2011). 

3. Tugas Komite Medik 

Komite medik bertugas menegakkan profesionalisme staf medis 

yang bekerja di rumah sakit. Komite medik bertugas melakukan kredensial 

bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah 

sakit, memelihara kompetensi dan etika para staf medis, dan mengambil 

tindakan disiplin bagi staf medis.  

Tugas lain seperti pengendalian infeksi nosokomial, rekam medis, 

dan sebagainya dilaksanakan oleh kepala/direktur rumah sakit, dan bukan 
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oleh komite medik. Komite medik melaksanakan tugasnya melalui tiga hal 

utama yaitu: 

a. Rekomendasi pemberian izin untuk melakukan pelayanan medis 

dilakukan melalui sub komite kredensial. 

b. Memelihara kompetensi dan perilaku para staf medis yang telah 

memperoleh izin, dilakukan oleh sub komite mutu profesi melalui 

audit medis dan pengembangan profesi berkelanjutan. 

c. Rekomendasi penangguhan kewenangan klinis tertentu hingga 

pencabutan izin melakukan pelayanan medis, dilakukan melalui sub 

komite etika dan disiplin profesi. 

Dengan demikian, tugas-tugas lain diluar tugas-tugas diatas yang 

terkait dengan pelayanan medis bukanlah menjadi tugas komite medik, 

tetapi menjadi tugas kepala/direktur rumah sakit dalam mengelola rumah 

sakit (Perdhaki, 2011). 

4. Pengorganisasian Komite Medik 

Pada dasarnya komite medik bukan merupakan kumpulan atau 

himpunan kelompok staf medis fungsional/departemen klinik sebuah 

rumah sakit. Para staf medis yang tergabung dalam kelompok staf medis 

fungsional/departemen klinik di organisasi oleh kepala/direktur rumah 

sakit. 

Komite medik dibentuk oleh kepala/direktur rumah sakit dan 

bertanggung jawab kepada kepala/direktur rumah sakit. Organisasi komite 

medik sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. 
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Ketua komite medik ditetapkan oleh kepala/direktur rumah sakit. 

Sekretaris dan  anggota yang diusulkan oleh ketua komite medik dan 

ditetapkan oleh kepala/direktur rumah sakit. Sedangkan untuk jabatan 

wakil ketua komite medik maka jabatan tersebut diusulkan oleh ketua 

komite medik dan ditetapkan oleh kepala/direktur rumah sakit.  

Jumlah personalia komite medik yang efektif berkisar sekitar lima 

sampai sembilan orang termasuk ketua dan sekretaris. Namun demikian, 

untuk rumah sakit dengan jumlah staf medis terbatas dapat menyesuaikan 

dengan situasi, tetapi fungsi komite medik harus tetap terlaksana. 

Walaupun rumah sakit memiliki staf medis yang terbatas jumlahnya, 

budaya profesionalisme yang akuntabel harus tetap ditegakkan melalui 

penyelenggaraan tata kelola klinis yang baik. Pasien harus tetap 

terlindungi tanpa melihat besar kecilnya jumlah staf medis. Personalia 

tersebut dipilih dari staf medis yang memiliki reputasi baik dalam 

profesinya yang meliputi kompetensi, sikap, dan hubungan interpersonal 

yang baik. Mekanisme pengambilan keputusan dibidang keprofesian 

dalam setiap kegiatan komite medik dilaksanakan secara sehat dengan 

memperhatikan asasïasas kolegialitas. Peraturan internal staf rumah sakit 

akan menetapkan lebih rinci tentang mekanisme tersebut. 

Dalam melaksanakan tugasnya komite medik dibantu oleh sub 

komite kredensial, sub komite mutu profesi dan sub komite etika dan 

disiplin profesi. Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah staf medis, fungsi 

sub komite ini dilaksanakan oleh komite medik. 
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Ketua sub komite kredensial, sub komite mutu profesi, dan sub 

komite etika dan disiplin profesi diusulkan oleh ketua komite medik dan 

ditetapkan oleh kepala/direktur rumah sakit. Di lain pihak, dalam 

pelaksanaan pelayanan medis sehari-hari di rumah sakit, kepala/direktur 

rumah sakit dapat mengelompokkan staf medis berdasarkan 

disiplin/spesialisasi, perminatan, atau dengan cara lain berdasarkan 

kebutuhan rumah sakit sesuai peraturan internal rumah sakit. 

Wakil ketua, sekretaris, dan ketua-ketua sub komite 

direkomendasikan oleh ketua komite medik dan ditetapkan oleh 

kepala/direktur rumah sakit dengan memperhatikan masukan dari staf 

medis yang bekerja di rumah sakit. Selain itu, kepala/direktur rumah sakit 

mengangkat beberapa staf medis di rumah sakit tersebut untuk menjadi 

anggota pengurus komite medik dan anggota sub komite-sub komite di 

bawah komite medik. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, komite 

medik senantiasa melibatkan mitra yang berbakat, untuk mengambil 

putusan profesional. Rumah sakit bersama komite medik menyiapkan 

daftar mitra yang berbakat meliputi berbagai macam bidang ilmu 

kedokteran sesuai kebutuhannya. Mitra berbakat tersebut akan dibutuhkan 

oleh setiap sub komite dalam menjalankan tugasnya (Perdhaki, 2011). 

5. Hubungan Komite Medik Dengan Pengelola Rumah Sakit 

Ketua komite medik bertanggung jawab kepada kepala/direktur 

rumah sakit. Di satu pihak, kepala/direktur rumah sakit berkewajiban 

untuk menyediakan segala sumber daya agar komite medik dapat 
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berfungsi dengan baik untuk menyelenggarakan profesionalisme staf 

medis sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini. Di 

lain pihak, komite medik memberikan laporan tahunan dan laporan berkala 

tentang kegiatan keprofesian yang dilakukannya kepada kepala/direktur 

rumah sakit. Dengan demikian lingkup hubungan antara kepala/direktur 

rumah sakit dengan komite medik adalah dalam hal-hal yang menyangkut 

profesionalisme staf medis saja. Hal-hal yang terkait dengan pengelolaan 

rumah sakit dan sumber dayanya dilakukan sepenuhnya oleh 

kepala/direktur rumah sakit. 

Untuk mewujudkan pelayanan klinis yang baik, efektif, 

professional, dan aman bagi pasien, sering terdapat kegiatan pelayanan 

yang terkait erat dengan masalah keprofesian. Kepala/direktur rumah sakit 

bekerja sama dengan komite medik untuk menyusun pengaturan layanan 

medis agar pelayanan yang profesional terjamin mulai saat pasien masuk 

rumah sakit hingga keluar dari rumah sakit (Perdhaki, 2011). 

6. Peran Organisasi Rumah Sakit dalam Memberdayakan Komite 

Medik di Rumah Sakit 

 

Rumah sakit sangat berkepentingan dengan komite medik karena 

sangat menentukan baik buruknya tata kelola klinik dirumah sakit tersebut. 

Menyelenggarakan komite medik merupakan hal yang kompleks dan 

memerlukan berbagai sumber daya dan informasi yang terkait dengan 

keprofesian. 

Setiap rumah sakit memiliki kapasitas sumber daya yang berbeda, 

sehingga yang dihasilkan dalam melakukan upaya pemberdayaan komite 
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medik pun berbeda pula. Agar upaya pemberdayaan komite medik ini 

lebih berdaya guna dan berhasil guna, organisasi perumah sakitan berperan 

serta melakukan pemberdayaan komite medik agar tata kelola klinis yang 

baik terselenggara lebih merata diseluruh wilayah Indonesia (Perdhaki, 

2011). 

E. Panitia Farmasi Terapi (PFT) 

1. Falsafah dan Tujuan 

Panitia Farmasi dan Terapi (PFT) menurut Menteri Kesehatan RI 

No. 1197/Menkes/SK/X/2004 adalah organisasi yang mewakili hubungan 

komunikasi antara staf medik dengan staf farmasi, sehingga anggotanya 

terdiri dari dokter yang mewakili spesialisasi-spasialisasi yang ada di 

rumah sakit dan apoteker wakil dari farmasi rumah sakit, serta tenaga 

kesehatan lainnya. Tujuan Panitia Farmasi dan Terapi adalah: 

a. Menerbitkan kebijakan-kebijakan mengenai pemilihan obat, 

penggunaan obat dan evaluasinya. 

b. Melengkapi staf profesional di bidang kesehatan dengan pengetahuan 

terbaru yang berhubungan dengan obat dan penggunaan obat sesuai 

kebutuhan (DepKes RI, 2004). 

2. Organisasi dan Kegiatan 

Susunan kepanitian Panitia Farmasi dan Terapi serta kegiatan yang 

dilakukan bagi tiap rumah sakit dapat bervariasi sesuai dengan kondisi 

rumah sakit setempat: 
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a. Panitia Farmasi dan Terapi harus sekurang-kurangnya terdiri dari 3 

(tiga) dokter, apoteker dan perawat. Untuk rumah sakit yang besar 

tenaga dokter bisa lebih dari 3 (tiga) orang yang mewakili semua Staf 

Medis Fungsional yang ada.  

b. Ketua Panitia Farmasi dan Terapi dipilih dari dokter yang ada di dalam 

kepanitiaan dan jika rumah sakit tersebut mempunyai ahli farmakologi 

klinik, maka sebagai ketua adalah farmakologi. Sekretarisnya adalah 

apoteker dari instalasi farmasi atau apoteker yang ditunjuk. 

c. Panitia Farmasi dan Terapi harus mengadakan rapat secara teratur, 

sedikitnya 2 (dua) bulan sekali dan untuk rumah sakit besar rapatnya 

diadakan sebulan sekali. Rapat Panitia Farmasi dan Terapi dapat  

mengundang pakar-pakar dari dalam maupun dari luar rumah sakit 

yang dapat memberikan masukan bagi pengelolaan Panitia Farmasi 

dan Terapi. 

d. Segala sesuatu yang berhubungan dengan rapat PFT (Panitia Farmasi 

dan Terapi) diatur oleh sekretaris, termasuk persiapan dari hasil-hasil 

rapat. 

e. Membina hubungan kerja dengan panitia di dalam rumah sakit yang 

sasarannya berhubungan dengan penggunaan obat (DepKes RI, 2004). 

Menurut Charles Siregar dalam bukunya Farmasi Rumah Sakit 

menyebutkan bahwa keanggotaan PFT terdiri dari 8-15 orang. Semua 

anggota tersebut mempunyai hak suara yang sama. Di rumah sakit umum 

besar (misalnya kelas A dan B) perlu diadakan suatu struktur organisasi 
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PFT yang terdiri atas keanggotaan inti yang mempunyai hak suara, sebagai 

suatu tim pengarah dan pengambil keputusan. Anggota inti ini dibantu 

oleh berbagai sub panitia yang dipimpin oleh salah seorang anggota inti. 

Anggota dalam sub panitia adalah dokter praktisi spesialis, apoteker 

spesialis informasi obat, apoteker spasialis farmasi klinik, dan berbagai 

ahli sesuai dengan keahlian yang diperlukan dalam tiap subpanitia 

(Ckacep, 2011). 

Selain sub panitia yang pembentukannya didasarkan pada 

penggolongan penyakit sasaran obat, di beberapa rumah sakit sub panitia 

didasarkan pada SMF (Staf Medik Fungsional) yang ada. PFT dapat juga 

membentuk subpanitia untuk kegiatan tertentu, misalnya subpanitia 

pemantauan dan pelaporan reaksi obat merugikan, sub panitia evaluasi 

penggunaan obat, sub panitia pemantauan resistensi antibiotik, subpanitia 

formulasi dietetik, atau sub panitia khusus jika perlu. Dalam sub panitia 

khusus ini, sering kali melibatakan spesialis yang bukan anggota PFT 

(Ckacep, 2011). 

3. Fungsi dan Ruang Lingkup 

a. Mengembangkan formularium di Rumah Sakit dan merevisinya. 

Pemilihan obat untuk dimasukan dalam formularium harus didasarkan 

pada evaluasi secara subjektif terhadap efek terapi, keamanan serta 

harga obat dan juga harus meminimalkan duplikasi dalam tipe obat, 

kelompok dan produk obat yang sama. 



56 
 

 
 

b. Panitia Farmasi dan Terapi harus mengevaluasi untuk menyetujui atau 

menolak produk obat baru atau dosis obat yang diusulkan oleh anggota 

staf medis. 

c. Menetapkan pengelolaan obat yang digunakan di rumah sakit dan yang 

termasuk dalam kategori khusus. 

d. Membantu instalasi farmasi dalam mengembangkan tinjauan terhadap 

kebijakan-kebijakan dan peraturanperaturan mengenai penggunaan 

obat di rumah sakit sesuai peraturan yang berlaku secara lokal maupun 

nasional. 

e. Melakukan tinjauan terhadap penggunaan obat di rumah sakit dengan 

mengkaji medical record dibandingkan dengan standar diagnosis dan 

terapi. Tinjauan ini dimaksudkan untuk meningkatkan secara terus 

menerus penggunaan obat secara rasional. 

f. Mengumpulkan dan meninjau laporan mengenai efek samping obat. 

g. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menyangkut obat kepada 

staf medis dan perawat (DepKes RI, 2004). 

4. Kewajiban Panitia Farmasi dan Terapi 

a. Memberikan rekomendasi pada pimpinan rumah sakit untuk mencapai 

budaya pengelolaan dan penggunaan obat secara rasional. 

b. Mengkoordinir pembuatan pedoman diagnosis dan terapi, formularium 

rumah sakit, pedoman penggunaan antibiotika dan lain-lain. 

c. Melaksanakan pendidikan dalam bidang pengelolaan dan penggunaan 

obat terhadap pihak-pihak yang terkait. 
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d. Melaksanakan pengkajian pengelolaan dan penggunaan obat dan 

memberikan umpan balik atas hasil pengkajian tersebut (DepKes RI, 

2004).



 
 

58 
 

BAB III  

PEMBAHASAN  

 

A. Tinjauan Umum 

1. Sejarah, Visi dan Misi, Motto dan Falsafah, serta Tujuan Rumah 

Sakit Pusat Angkatan Udara Dr. S. Hardjolukito  

 

Rumah Sakit Pusat Dr. Suhardi Hardjolukito adalah Rumah Sakit 

Pusat TNI Angkatan Udara yang merupakan pelaksana teknis Dinas 

Kesehatan Angkatan Udara, berkedudukan di kota Yogyakarta. Tugas 

pokok rumah sakit adalah mendukung kegiatan operasi udara supaya dapat 

berlangsung dengan baik dan lancar, melayani anggota TNI, serta 

melayani masyarakat umum Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah sakit yang 

beralamat di Jl. Janti Blok O Yogyakarta ini berlokasi strategis yaitu pada 

jalan utama yang menuju Pangkalan Udara Adi Sucipto. 

Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara Dr. S. Hardjolukito terletak di 

Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Batas-batas Kecamatan 

Banguntapan adalah sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara : Kecamatan Depok 

b. Sebelah Selatan : Kecamatan Pleret 

c. Sebelah Barat : Kecamatan Gedung Kuning 

d. Sebelah Timur : Kecamatan Berbah 

Luas wilayah Kelurahan Banguntapan ± 172,97 Ha dengan jumlah 

penduduk Kelurahan Banguntapan ± 32.981 jiwa. 
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a. Sejarah 

Sejarah Rumah sakit TNI AU berawal dari dibentuknya TPS 

(Tempat Pengobatan Sementara) pada tahun 1945 dan setelah beberapa 

lama beroperasi fasilitasnya makin berkembang dan kemudian atas izin 

Departemen Kesehatan RI pada tanggal 9 April 1990 TPS secara resmi 

diubah menjadi Rumah Sakit TNI Angkatan Udara ñDr. Suhardi 

Hardjolukito Yogyakartaò yang bertepatan dengan hari ulang tahun 

TNI Angkatan udara. Penandatangan prasasti dan pemberian nama 

Rumah Sakit TNI Angkatan Udara oleh kepala staf TNI Angktan 

Udara pada waktu itu dijabat oleh Marsekal Madya Siboen, dan rumah 

sakit tersebut tergolong dalam rumah sakit kelas IV/tipe D. 

Pada tanggal 9 April 1990 secara resmi Rumah Sakit Lanud 

Adisujtipto menjadi Rumah Sakit ñTNI AU Dr. Suhardi Hardjolukito 

Yogyakartañ. Kemudian pada tahun 2004 tepatnya tanggal 1 Maret 

2004 status Rumah Sakit TNI AU Dr.Suhardi Hardjolukito telah 

dinaikkan menjadi Rumah Sakit Tingkat III dengan Skep KASAU 

nomor: Kep/5/III/2004 tanggal 1 Maret 2004. Akibat gempa bumi 

yang terjadi di Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006 bangunan lama 

Rumah Sakit TNI AU Lanud Adisutjipto mengalami rusak berat. Oleh 

karena itu, mulai tanggal 29 Mei 2006 secara bertahap kegiatan 

pelayanan kesehatan Rumah Sakit TNI AU Dr. Suhardi Hardjolukito 

Yogyakarta dipindahkan ke bangunan Rumah Sakit baru yang 

berlokasi di Jalan Raya Janti, Yogyakarta. 
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Rumah Sakit TNI AU Dr. Suhardi Hardjolukito Yogyakarta 

diresmikan penggunaannya pada tanggal 2 Agustus 2007 oleh Kepala 

Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Herman Prayitno, dengan fasilitas 

antara lain UGD, Poliklinik, Apotek, Laboratorium, Rontgen, Kamar 

Operasi, Kamar Bersalin, Ruang Perawatan, Kamar Jenazah dan 

Pengolah Limbah Padat maupun Cair. 

Rumah Sakit Dr. Suhardi Hardjolukito adalah Rumah Sakit 

Tingkat II berdasarkan pada peraturan KASAU nomor: 

Perkasau/123/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 tentang 

penyempurnaan susunan jabatan jajaran TNI AU. Peraturan panglima 

TNI nomor: Perpang/18/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang 

persetujuan dan pengesahan status RSAU Dr. Suhardi Hardjolukito. 

Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara nomor: Perkasau/8/I/2009 

tanggal 22 januari 2009 tentang peningkatan status rumah sakit Dr. 

Suhardi Hardjolukito dari rumah sakit tingkat III menjadi rumah sakit 

tingkat II. Instruksi Kasau nomor: INS/10/V/2009 tanggal 18 mei 2009 

tentang pelaksanaan peningkatan status Rumah Sakit Angkatan Udara 

Tingkat II Dr. Suhardi Harjolukito. Peresmian peningkatan status 

rumah sakit oleh Kadiskes TNI AU Marsma drg. Hartono dan Sertijab 

karumkit  dilaksanakan pada 9 Oktober 2009. 

Pada tanggal 1 Oktober 2012 Rumah Sakit TNI AU Dr. 

Suhardi Hardjolukito menjadi Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara, 

sesuai keputusan Panglima TNI No: Kep/639/IX/2012, tanggal 24 
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September 2012 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam 

jabatan di lingkungan TNI, sebanyak 23 pejabat TNI Angkatan Udara 

mengalami rotasi jabatan promosi, mengangkat Marsma TNI Hari 

Haksono Sp. THT. KL., Sp. KP menjadi Ka. RSPAU Hardjolukito 

Yogyakarta. Bertempat di Rumah Sakit Hardjolukito Lanud 

Adisutjipto Yogyakarta, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal 

TNI Imam Sufaat meresmikan peningkatan status RSAU Dr. Suhardi 

Hardjolukito menjadi RSPAU Dr. Suhardi Hardjolukito. 

Peningkatan status RSAU Dr. Suhardi Hardjolukito menjadi 

Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara ini merupakan implementasi dari 

peraturan Panglima TNI nomor: 14 tahun 2012 tanggal 29 Agustus 

2012 tentang Pengesahan Status Rumkit Dr. Suhardi Hardjolukito dari 

Rumkit Tingkat II menjadi Rumkit Pusat TNI Angkatan Udara. Selain 

itu juga, peraturan Kasau nomor: Perkasau/93/X/2012 tanggal 1 

Oktober 2012 tentang Peningkatan menjadi Rumah Sakit Pusat TNI 

Angkatan Udara Dr. Suhardi Hardjolukito. Peningkatan menjadi 

Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Udara ini adalah sebagai rujukan 

kesehatan TNI AU, TNI, dan Kemhan di wilayah Yogyakarta dan 

Jawa Tengah yang saat ini belum terdapat rumah sakit rujukan TNI. 

Selain itu RSPAU Dr. Suhardi Hardjolukito juga menjadi rujukan dari 

wilayah bagian tengah dan timur Indonesia.  
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b. Visi dan Misi  

Visi RSPAU Dr. S. Hardjolukito yaitu ñTerwujudnya RSPAU 

Dr. S. Hardjolukito menjadi Rumah Sakit Rujukan TNI di Wilayah 

Jawa Bagian Tengahò. Sedangkan, misi RSPAU Dr. S. Hardjolukito 

yaitu: 

1) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif, dan 

efisien terhadap anggota TNI AU berikut keluarganya serta 

masyarakat umum. 

2) Menyelenggarakan dukungan kesehatan yang diperlukan oleh 

setiap operasi TNI/ TNI AU. 

3) Meningkatkan kemampuan profesionalisme personel secara 

berkesinambungan. 

c. Motto dan Falsafah 

Motto RSPAU Dr. S. Hardjolukito yaitu ñMelayani dengan 

sepenuh hati bagi setiap insaniò. Sedangkan Falsafah RSPAU Dr. S. 

Hardjolukito yakni ñJiwa dan Semangat Pengabdian TNI adalah 

Landasan dalam Melaksanakan Pelayanan kesehatanò. 

d. Tujuan 

Tujuan RSPAU Dr. S. Hardjolukito adalah sebagai berikut: 

1) Terselenggara dukungan kesehatan terhadap operasi TNI AU/TNI. 

2) Sebagai pusat rujukan rumah Sakit TNI di wilayah Jawa Bagian 

Tengah. 
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3) Terselengaranya pelayanan kesehatan bagi personel TNI AU/TNI 

dan keluarga, serta masyarakat umum  yang umum yang memenuhi 

standar. 

2. Struktur Organisasi Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara Dr. S. 

Hardjolukito  

 

Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara Dr. S. Hardjolukito dipimpin 

oleh seorang Marsekal Madya (Marsma) dengan pendidikan dokter 

spesialis orthopedi. Dalam penyelenggaraan rumah sakit, Kepala Rumah 

Sakit (KaRumkit) dibantu oleh unsur pimpinan yaitu Wakil Kepala Rumah 

Sakit (WakaRumkit), unsur pembantu pimpinan, unsur pelayanan, dan 

unsur pelaksana. 

Struktur organisasi Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara Dr. S. 

Hardjolukito berdasarkan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia 

nomor 14 tahun 2012 adalah sebagai berikut: 

a. Eselon Pimpinan Rumah Sakit, terdiri atas: 

1) Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara Dr. S. Hardjolukito, 

disingkat KaRumkit Dr. S. Hardjolukito. 

2) Wakil Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara Dr. S. 

Hardjolukito, disingkat WakaRumkit Dr. S. Hardjolukito. 

b. Eselon Pembantu Pimpinan Rumah Sakit, terdiri atas: 

1) Kepala Satuan Pengawasan Internal (Ka SPI) 

2) Ketua Komite Medik 

3) Ketua Komite Keperawatan 
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c. Eselon Pelayan Rumah Sakit, terdiri atas: 

1) Kepala Bagian Pelayanan Medis (KaBag YanMed) 

2) Kasi Rekammed 

3) Kasi Lapeval 

4) Kabag Jang 

5) Kasi Haralkes 

6) Kasi Jangkawat 

7) Kabag Um 

8) Kasi Infolahta 

9) Kasi Pers 

10) Kasi TU 

11) Kasi Rumga 

12) Kasi Harfas 

13) Kasi Hartib 

14) Kasi Komlek 

15) Kaur Angkutan 

16) Kabag Rengarku 

17) Kasi Gudang 

18) Kasi K3 

d. Eselon Pelaksana Rumah Sakit, terdiri atas: 

1) Departemen Bedah 

2) Departemen Penyakit Dalam 

3) Departemen Ilmu Kesehatan Anak 
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4) Departemen Obsgyn 

5) Departemen Dukkes 

6) Departemen Jantung 

7) Departemen THT 

8) Departemen Mata 

9) Departemen Jiwa 

10) Instalasi Gawat Darurat 

11) Instalasi Farmasi 

12) Instalasi Gizi 

13) Instalasi Hemodialisa 

3. Akreditasi Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara Dr. S. Hardjolukito 

Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara Dr. S. Hardjolukito 

merupakan rumah sakit yang telah terakreditasi atau diakui secara formal 

oleh Badan Akreditas Nasional Independen. Rumah Sakit Pusat Angkatan 

Udara Dr. S. Hardjolukito telah memenuhi syarat pada pelayanan pasien 

untuk peningkatan mutu pelayanan rumah sakit dan keselamatan pasien. 

Oleh karena itu, Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara Dr. S. Hardjolukito 

mendapatkan predikat B dalam akreditasnya. 

Beberapa manfaat yang diperoleh Rumah Sakit Pusat Angkatan 

Udara Dr. S. Hardjolukito sebagai rumah sakit yang terakreditasi sebagai 

berikut: 

a. Meningkatkan kepercayaan anggota TNI AU, PNS TNI AU, dan 

masyarakat umum terhadap rumah sakit. 
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b. Menyediakan lingkungan kerja bagi seluruh personal TNI AU yang 

lebih aman dan efisien. 

c. Lebih mendengarkan dan menghormati atas hak-hak pasien dan 

keluarga, baik dari lingkungan TNI AU, PNS TNI AU, dan masyarakat 

umum serta melibatkan mereka sebagai patner dalam proses 

pelayanan. 

4. Komite Medik RSPAU Dr. S. Hardjolukito  

Komite Medik RSPAU Dr. S. Hardjolukito adalah staf fungsional 

yang memiliki integritas, otonomi, dan profesionalisme sesuai dengan 

keahliannya. Komite Medik RSPAU Dr. S. Hardjolukito diketuai oleh 

seorang dokter spesialis bedah saraf yaitu: Letkol Kes Dr.dr. Wawan 

Mulyawan, Sp. BS., Sp. KP. Tugas dan tanggung jawab dari Komite 

Medik RSPAU Dr. S. Hardjolukito adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Ka. RSPAU Dr. S. 

Hardjolukito dalam penentuan standar pelayanan, pengawasan serta 

penilaian mutu pelayanan kesehatan. 

b. Memberikan saran dan pertimbangan medik dalam rangka rujukan 

pasien ke rumah sakit lain, baik di dalam maupun luar negeri. 

c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Ka. RSPAU Dr. S. 

Hardjolukito di bidang pendidikan, pelatihan serta pengembangan 

tenaga kesehatan di RSPAU Dr. S. Hardjolukito. 
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5. Panitia Farmasi dan Terapi RSPAU Dr. S. Hardjolukito 

Panitia Farmasi dan Terapi (PFT) RSPAU Dr. S. Hardjolukito 

merupakan staf yang bertanggung jawab dalam menentukan kebijakan 

penggunaan obat dan pengobatan di rumah sakit. PFT RSPAU Dr. S. 

Hardjolukito tersebut diketuai oleh Letkol Kes Dr.dr. Wawan Mulyawan, 

Sp. BS., Sp. KP yang merangkap juga sebagai ketua medik RSPAU Dr. S. 

Hardjolukito dan Letkol Kes Commy Susiherwantinie., S.Si., Apt sebagai 

sekretarisnya. 

Adapun keanggotaan dari PFT ini adalah sebagai berikut: 

a. Kolonel Kes Drs. Joko Tri Wahono, M.Si., Apt 

b. Letkol Kes drg. Agus Mulato, Sp.BM 

c. Letkol Kes dr. Margono G.S., Sp. JP 

d. Mayor Kes dr. R.T Edhi S., Sp. PD 

e. Letkol Nurul Hidayat, AMR 

6. Instalasi Farmasi Rumah Sakit 

a. Falsafah dan Tujuan 

Falsafah dari Instalasi Farmasi RSPAU Dr. S. Hardjolukito 

adalah jiwa dan semangat pengabdian TNI adalah landasan dalam 

melaksanakan pelayanan farmasi yang berorientasi kepada pasien. 

Sedangkan tujuan dari Instalasi Farmasi RSPAU Dr. S. Hardjolukito 

adalah tercapainya penggunaan obat yang rasional pada pelayanan 

kesehatan terhadap anggota TNI AU dan keluarganya serta masyarakat 

umum. 
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b. Tugas dan Kewajiban 

Bagian Instalasi Farmasi RSPAU Dr. S. Hardjolukito 

merupakan pembantu pelaksana tugas Karumkit yang bertugas 

melaksanakan semua kegiatan kefarmasian. Bagian Instalasi Farmasi 

RSPAU Dr. S. Hardjolukito mempunyai tugas dan kewajiban yaitu: 

1) Melaksanakan perencanaan, pengadaan, penerimaan, dan 

penyimpanan perbekalan farmasi. 

2) Melaksanakan produksi, pengendalian mutu dan distribusi seluruh 

perbekalan farmasi di rumah sakit. 

3) Melaksanakan dispensing obat berdasarkan resep bagi penderita 

rawat jalan dan rawat inap. 

4) Melaksanakan fungsi pelayanan farmasi klinik. 

Bagian Instalasi Farmasi RSPAU Dr. S. Hardjolukito dalam 

melaksanakan tugasnya dibantu oleh: 

1) Seksi Apotek atau disingkat Si Apotek. 

2) Seksi Depo Farmasi atau disingkat Si Depo Farmasi. 

3) Seksi Produksi dan Pengendalian Mutu atau disingkat Si Prod & 

Dal Mutu. 

4) Seksi Pengendalian Perbekalan Kesehatan dan Gudang Farmasi 

atau disingkat Si Dal Bekkes & Gud Far. 
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c. Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi Instalasi Farmasi RSPAU  

Dr. S. Hardjolukito  

 

d. Pedoman Pelayanan Farmasi 

Penggunaan perbekalan farmasi di RSPAU Dr. S. Hardjolukito 

disesuaikan dengan formularium dan standarisasi perbekalan farmasi 

dilaksanakan oleh Instalasi Farmasi di RSPAU Dr. S. Hardjolukito. 

Pengelolaan perbekalan farmasi, meliputi: 

1) Perencanaan diajukan oleh Instalasi Farmasi. 

2) Pengadaan dilaksanakan oleh Ka Pengadaan. 

3) Penerimaan dilaksanakan oleh Ka Gudang. 
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4) Produksi dan pengemasan dilaksanakan oleh bagian produksi dan 

pengemasan. 

5) Distribusi dan penyerahan dilaksanakan oleh bagian distribusi dan 

penyerahan. 

Pengelolaan resep dan perbekalan farmasi yang rusak dan 

kadaluarsa serta pemusnahannya yaitu: 

1) Penyimpanan resep maksimal 3 tahun, selebihnya dimusnahkan 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

2) Perbekalan yang kadaluarsa dan rusak dimusnahkan di Instalasi 

Farmasi dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Setiap unit melaksanakan pencatatan pelaporan dan 

pengarsipan kegiatan masing-masing untuk diteruskan ke Kepala 

Instalasi Farmasi dan dibahas pada pertemuan rutin Instalasi Farmasi. 

Pengawasan mutu dan pengendalian perbekalan farmasi, serta 

pelayanan kefarmasian dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1) Pengawasan mutu perbekalan farmasi dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

2) Pengendalian perbekalan farmasi dilaksanakan dengan 

berpedoman pada motto RSPAU Dr. S. Hardjolukito. 

3) Pelayanan kefarmasian dilaksanakan dengan berpedoman pada 

misi farmasi. 



71 
 

 
 

Pelayanan farmasi mengacu pada sistem satu pintu, sesuai 

dengan SK Dirjen Yan Med No. 0428/YanMed/RSK/SK/1998. 

Pelayanan satu pintu dilaksanakan pada saat penyerahan perbekalan 

farmasi dan pada saat pertemuan rutin serta melalui PMKRS RSPAU 

Dr. S. Hardjolukito. 

B. Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan di Gudang 

Farmasi Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara Dr. S. Hardjolukito 

 

Pembinaan kesehatan TNI Angkatan Udara merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari sistem pembinaan personal TNI Angkatan Udara. 

Pembinaan kesehatan dilaksanakan melalui upaya-upaya kesehatan promotif, 

preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi personal TNI Angkatan Udara beserta 

keluarganya. Upaya tersebut dimaksudkan agar personal TNI Angkatan Udara 

dapat mencapai kondisi kesehatan yang optimal, sehingga siap mengemban 

tugas yang dibebankan secara profesional. 

Penyelenggaraan pembinaan kesehatan dapat dilaksanakan secara 

efisien dan efektif diantaranya melalui dukungan bekal kesehatan yang 

terjamin kualitasnya, tepat penggunaan serta mudah diperoleh. Bekal 

kesehatan merupakan kekayaan negara yang memerlukan perlakuan khusus di 

dalam penyimpanan dan administrasi. Kesalahan dalam penyimpanan dapat 

mengurangi mutu sehingga pada saat dibutuhkan tidak dapat digunakan secara 

optimal, sedangkan kesalahan dalam administrasi dapat dikenakan sanksi 

berdasarkan hukum yang berlaku. 

Pertanggungjawaban bekal kesehatan harus dilaksanakan sebaik-

baiknya dengan cara menyelenggarakan administrasi perbendaharaan bekal 
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kesehatan secara tepat sesuai dengan ketentuan administrasi pergudangan 

yang berlaku. Oleh karena itu, perlu adanya penyelenggaraan administrasi 

yang memadai agar bekal kesehatan yang telah dialokasikan maupun yang 

dibeli dapat dipertanggungjawabkan melalui penatalaksanaan pergudangan 

bekal kesehatan. 

Penyelenggaraan penatalaksanaan pergudangan bekal kesehatan di 

lingkungan TNI Angkatan Udara dilaksanakan oleh satuan kesehatan dengan 

kegiatan yang meliputi penerimaan, penyimpanan dan pengendalian, 

penyaluran atau pendistribusian, penghapusan, dan pelaporan bekal kesehatan. 

1. Penerimaan Bekal Kesehatan 

Penerimaan bekal kesehatan pada dasarnya merupakan tindakan 

yang mengubah kedudukan status bekal kesehatan yang diterima menjadi 

milik Negara dan merupakan tahap awal dari kegiatan penatalaksanaan 

pergudangan, atas dasar perintah ordonatur material dan ordonatur 

material pembantu. Setiap penerimaan bekal kesehatan dari manapun 

sumbernya akan mengakibatkan perubahan atau penambahan 

perbendaharaan bekal kesehatan di satuan kesehatan dan harus dilengkapi 

dengan berita acara dan dokumen penerimaan. 

Penerimaan bekal kesehatan pada satuan kesehatan dapat berasal 

dari berbagai sumber antara lain: 

a. Bekal kesehatan hasil alokasi dari pengadaan pusat. 

b. Bekal kesehatan hasil pengadaan lokal yaitu menggunakan dana rutin 

bekal kesehatan, Dana Pemeliharaan Kesehatan (DPK) yang 



73 
 

 
 

dialokasikan ke satuan kesehatan dan dana hasil pelayanan kesehatan 

masyarakat umum (YanKesMasum). 

Bekal kesehatan hasil penerimaan lain seperti hasil perbaikan, hasil 

hibah, hasil perakitan, hasil penukaran, hasil alih kelola dari satuan 

kesehatan atau instansi lain. 

Pejabat-pejabat yang terlibat dalam kegiatan penerimaan bekal 

kesehatan di satuan kesehatan adalah: 

a. Kadiskesau sebagai ordonatur material. 

b. Kalakespra, Asisten/Direktur Logistik Kotama, Kalaknis Diskesau, 

Karumkit, Kadislog Lanud A/B/C, Kadisbin Lanud D sebagai 

ordonatur material pembantu. 

c. Sesdiskesau, Seslakespra, Kakes/Kadiskes Kotama, Seslaknis 

Diskesau, Kataud Rumkit sebagai pembantu ordonatur material. 

d. Kagudang Pusat Farmasi Lafiau Roostyan Effendie sebagai kepala 

gudang bendaharawan material. 

e. Kagudang persediaan di satuan kesehatan (Kotama, Denma Mabesau, 

lanud) sebagai kepala gudang bukan bendaharawan material. Personal-

personal yang ditunjuk dan diperintah oleh ordonatur material atau 

ordonatur material pembantu sebagai komisi pemeriksa material. 

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari pejabat penerima 

bekal kesehatan adalah sebagai berikut: 

a. Kadiskesau sebagai ordonatur material 
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1) Menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan teknis penerimaan 

bekal kesehatan. 

2) Menertibkan peranti lunak yang berkaitan dengan tata cara dan tata 

laksana maupun upaya peningkatan kemampuan dalam kegiatan 

penerimaan bekal kesehatan. 

3) Membantu komisi pemeriksa material. 

4) Membantu surat perintah penerimaan bekal kesehatan yang sesuai 

dengan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dari alokasi. 

5) Mengesahkan berita acara yang telah dibuat oleh komisi pemeriksa 

material. 

b. Kalakespra, Asisten/Direktur Logistik Kotama, Kalaknis Diskesau, 

Karumkit, Kadislog Lanud A/B/C, Kadisbin Lanud D sebagai 

ordonatur material pembantu 

1) Menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan teknis penerimaan 

bekal kesehatan. 

2) Menerbitkan kebijakan yang berkaitan dengan tata cara dan tata 

laksana maupun upaya peningkatan kemampuan dalam kegiatan 

penerimaan bekal kesehatan. 

3) Membantu komisi pemeriksa material. 

4) Membantu surat perintah penerimaan bekal kesehatan yang sesuai 

dengan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dari alokasi. 

5) Mengesahkan berita acara yang telah dibuat oleh komisi pemeriksa 

material. 
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c. Kagudang persediaan di satuan kesehatan (Kotama, Denma Mabesau, 

lanud) sebagai kepala gudang bukan bendaharawan material. 

1) Penelitian 

Meneliti kebenaran dan keabsahan dokumen kontrak atau 

dokumen lain sebagai dasar penerimaan. Dokumen-dokumen yang 

harus diteliti antara lain: 

a) Bekal kesehatan hasil alokasi pengadaan terpusat yaitu: 

(1) Surat Perintah Logistik (SPL) yang telah ditandatangani 

oleh Ordonatur material dari lingkungan TNI Angkatan 

Udara maupun instansi lainnya. 

(2) Bentuk pengeluaran dan penerimaan (bentuk 40510). 

(3) Packing List (bentuk 43031-3). 

(4) Bentuk pengeluaran barang (bentuk 40400). 

(5) Berita acara pemeriksaan bekal kesehatan (bentuk 43030). 

b) Bekal kesehatan hasil pengadaan lokal yaitu: 

(1) Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) atau kontrak. 

(2) Surat usul pesanan (bentuk 48840). 

(3) Packing List (bentuk 43031-3). 

(4) Delivery order (Surat Pengantar Barang). 

(5) Berita acara pemeriksaan bekal kesehatan (bentuk 43030). 
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c) Bekal kesehatan hasil penerimaan lain yaitu: 

(1) Surat perintah alih kelola dari Diskesau atau surat hibah 

dari satker/instansi yang memberi. 

(2) Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dari 

satker/instansi yang mengirim. 

(3) Khusus bekal kesehatan dari hasil perbaikan dilengkapi 

dengan berita acara hasil perbaikan (bentuk 43070). 

2) Pemeriksaan 

Memeriksa bekal kesehatan darimana pun sumbernya pada 

umumnya sama. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

a) Memeriksa dan meneliti kondisi kemasan, jumlah koli, dan 

disesuaikan dengan dokumen yang diterima. 

b) Melaksanakan pembongkaran dengan menggunakan alat-alat 

yang sesuai dan tidak merusak bekal kesehatan. 

c) Memeriksa kondisi fisik bekal kesehatan yang diterima dan 

kelengkapannya meliputi jumlah, spesifikasi, mutu, dan tanggal 

kadaluarsa. 

d) Menandatangani bukti penerimaan barang. 

3) Pengadministrasian 

Pengadministrasian bekal kesehatan dilaksanakan setelah 

berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh komisi pemeriksa 

material kesehatan dan disahkan oleh ordonatur material. Langkah-
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langkah yang dilakukan dalam kegiatan pengadministrasian bekal 

kesehatan adalah sebagai berikut: 

a) Mencatat bekal kesehatan dalam buku penerimaan bekal 

kesehatan yang sudah tersedia di gudang persediaan sesuai 

dengan yang tercantum dalam berita acara. 

b) Memasukkan data bekal kesehatan yang diterima ke dalam 

kartu barang yang ada di rak (bentuk 42340), kartu lokasi 

(bentuk 42020), dan kartu pengawas persediaan (bentuk 

42030). 

c) Menetapkan lokasi penyimpanan sesuai dengan golongan dan 

sifatnya serta membuat kartu nama barang di rak (bentuk 

42340). 

d) Memberi nomor lokasi barang dan memberikan label barang 

baik (bentuk 44010). 

e) Mengembalikan lembar kedua dari bentuk pengeluaran dan 

penerimaan (bentuk 40510-1) ke Lafiau dan lembar kelima ke 

Diskesau. 

d. Komisi Pemeriksa Material 

Personal yang telah ditunjuk dan diperintahkan oleh Ordonatur 

Material atau Ordonatur Material Pembantu untuk menjadi Komisi 

Pemeriksa Material mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut: 

1) Melaksanakan pemeriksaan bekal kesehatan hasil alokasi, 

pengadaan lokal atau sumber lain. 
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2) Memeriksa dan meneliti kondisi kemasan, jumlah koli, dan 

disesuaikan dengan dokumen yang diterima. 

3) Melaksanakan pembongkaran dengan menggunakan alat-alat yang 

sesuai dan tidak merusak bekal kesehatan tersebut. 

4) Memeriksa kondisi fisik bekal kesehatan yang diterima dan 

kelengkapannya meliputi jumlah, spesifikasi, mutu dan tanggal 

kadaluarsanya. 

5) Melaporkan dengan segera apabila terdapat kerusakan maupun 

ketidak lengkapan bekal kesehatan yang diterima. 

6) Melaksanakan uji laboratorium untuk bahan baku (khusus untuk 

Gudang Pusat Farmasi Lafiau). 

7) Melaksanakan uji fungsi terhadap alat kesehatan. 

8) Membuat Berita Acara Komisi Pemeriksaan Material (bentuk 

43030). 

2. Penyimpanan dan Pengendalian Bekal Kesehatan 

Kegiatan penyimpanan dan pengendalian bekal kesehatan 

merupakan kelanjutan dari kegiatan penerimaan yang mencakup kegiatan 

penyusun dan pengadministrasian persediaan bekal kesehatan secara tertib 

dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam lingkup 

pergudangan khusus untuk bekal kesehatan. Tujuan penyimpanan dan 

pengendalian bekal kesehatan ini untuk memelihara mutu, menghindari 

penggunaan yang tidak bertanggung jawab, menjaga kelangsungan 

persediaan dan penggunaannya. 
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Pejabat-pejabat yang terlibat dalam kegiatan penyimpanan bekal 

kesehatan adalah: 

a. Kadiskesau sebagai ordonatur material. Tugas dan wewenang dari 

Kadiskesau adalah sebagai berikut: 

1) Menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan bekal kesehatan 

di tempat penyimpanan. 

2) Mengarahkan teknis penyimpanan bekal kesehatan sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan penyimpanan bekal kesehatan yang telah 

ditetapkan. 

3) Menyelenggarakan pengendalian persediaan bekal kesehatan agar 

tingkat persediaan di satuan kesehatan dapat terpenuhi secara 

optimal. 

4) Dibantu oleh Pembantu Ordonatur Material melaksanakan kegiatan 

pencatatan atau pengkartuan pada kartu pengendalian atau kartu 

pengawas dalam rangka kegiatan pengendalian dan pengawasan. 

b. Kalakespra, Kalaknis Diskesau, Karumkit, Kasatles sebagai ordonatur 

material pembantu. Tugas dan wewenang dari Kalakespra, Kalaknis 

Diskesau, Karumkit, Kasatles adalah sebagai berikut: 

1) Menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan bekal kesehatan 

di tempat penyimpanan. 

2) Mengarahkan teknis penyimpanan bekal kesehatan sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan penyimpanan bekal kesehatan yang telah 

ditetapkan. 
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3) Menyelenggarakan pengendalian persediaan bekal kesehatan 

melalui pengendalian agar tingkat persediaan di rumah sakit atau 

satuan kesehatan selalu mencukupi. 

4) Dibantu oleh Pembantu Ordonatur Material melaksanakan kegiatan 

pencatatan atau pengkartuan pada kartu pengendalian atau kartu 

pengawas dalam rangka kegiatan pengendalian dan pengawasan. 

c. Kepala gudang persediaan bukan sebagai bendaharawan material. 

Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam kegiatan penyimpanan 

bekal kesehatan adalah sebagai berikut: 

a. Melaksanakan pengaturan tata ruang dan penyusunan stock bekal 

kesehatan yang didasarkan atas: 

1) Arah arus penerimaan dan pengeluaran bekal kesehatan (arus garis 

lurus, arus U, dan arus L). 

2) Jenis bekal kesehatan yang disusun menurut bentuk sediaan dan 

urutan abjad, apabila tidak memungkinkan yang sejenis 

dikelompokkan menjadi satu. 

3) Menyusun di atas palet secara teratur untuk bekal kesehatan yang 

berjumlah besar. 

4) Menggunakan lemari khusus untuk menyimpan narkotika dan 

psikotropika serta bekal kesehatan yang berjumlah sedikit tetapi 

mahal harganya. 

5) Menyusun bekal kesehatan yang memerlukan perlakuan khusus 

pada tempat yang sesuai misalnya kelembaban, suhu, dan cahaya. 
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6) Menyusun dalam rak dan diberikan nomor kode, nama generik dan 

paten, serta dipisahkan pada obat-obatan untuk pemakaian luar. 

7) Bekal kesehatan yang memakan tempat seperti kapas dapat 

disimpan di dalam dus besar, sedangkan dus kecil untuk 

menyimpan bekal kesehatan dalam kaleng atau botol. 

8) Dilakukan arus sirkulasi barang dengan sistem FIFO dan FEFO 

untuk menghindari kerusakan bekal kesehatan. 

b. Melaksanakan pengkartuan dalam rangka kegiatan pengendalian bekal 

kesehatan yang dicatat berdasarkan: 

1) Nomor kode, nomor barang, nama generik dan paten (untuk obat-

obatan) serta nomor lokasi. 

2) Jumlah dan satuan. 

3) Tanggal penerimaan dan pengeluaran. 

4) Tanggal kadaluarsa dan pembuatan. 

c. Melaksanakan pencatatan identifikasi, spesifikasi, jumlah bekal 

kesehatan yang disimpan dalam gudang, serta menjaga kebenaran data 

agar dapat segera memberikan informasi persediaan. 

d. Membuat laporan hasil pencacahan persediaan, baik yang dilaksanakan 

secara intern/petugas gudang maupun oleh komisi yang ditunjuk oleh 

Ordonatur Material Pembantu. 

e. Melaksanakan pemutakhiran data pada kartu berdasarkan hasil 

pencacahan persediaan. 
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f. Mencatat pada buku terhadap bekal kesehatan yang memilki batas 

kadaluarsa. 

g. Melaksanakan pengaturan arus barang dari gudang persediaan ke unit 

pemakai. 

h. Melaksanakan pengamatan mutu terhadap bekal kesehatan baik karena 

faktor fisika maupun kimia. 

Kegiatan penyimpanan bekal kesehatan dimulai sejak Berita Acara 

Pemeriksaan selesai disahkan yang berarti bahwa bekal kesehatan terebut 

sedah masuk dalam daftar kekayaan negara yang harus dipertanggung 

jawabkan sampai dengan bekal kesehatan itu didistribusikan kepada unit 

pemakai. Penyelenggaraan administrasi pergudangan merupakan alat 

bantu yang berguna untuk melaksanakan pengawasan, pengendaliaan dan 

mempertahankan mutu. Oleh karena itu, dalam rangka mempertahankan 

mutu dan jumlah persediaan bekal kesehatan pada saat disimpan, maka 

harus diperhatikan beberapa faktor yaitu: 

a. Ketentuan umum 

Beberapa ketentuan-ketentuan umum yang digunakan sebagai 

tatalaksana penyimpanan antara lain: 

1) Kebersihan 

Tempat penyimpanan harus selalu bersih dan memiliki 

aliran udara yang baik. Pada umumnya debu dan uap air akan 

memudahkan suatu barang menjadi rusak atau berkarat. Oleh 

karena itu, perlu diperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut: 
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a) Menjaga kebersihan barang, ruangan, dan lingkungan gudang. 

b) Memasukkan barang-barang ke dalam kemasan asli atau 

khusus dibuat untuk keperluan barang tersebut. 

c) Menghindari sentuhan langsung antara anggota badan dengan 

barang. Oleh karena itu, harus menggunakan sarung tangan 

atau pakaian perlengkapan perorangan khusus. 

2) Suhu dan kelembaban ruangan relatif 

Pada umumnya pabrik penghasil bekal kesehatan akan 

memberikan ketentuan-ketentuan mengenai suhu dan kelembaban 

relatif tempat penyimpanan. Adanya alat pengatur suhu ruangan 

dirasakan perlu untuk menjamin terpeliharanya kondisi bekal 

kesehatan yang diinginkan. Kelembaban relatif yaitu antara 50-

70%, dan adapun macam ruangan penyimpanan terdiri atas: 

a) Ruangan suhu 15-30° C atau suhu kamar, digunakan untuk 

menyimpan tablet, kapsul, bahan baku, bahan pengemas, cairan 

tidak mudah terbakar, dan cairan mudah terbakar serta alat 

kesehatan. 

b) Ruangan suhu 8-15° C atau suhu sejuk, digunakan untuk 

menyimpan obat suntik, film rontgen, dan reagensia 

laboratorium. 

c) Ruangan suhu 0-8° C atau suhu dingin, digunakan untuk 

menyimpan albumin, serum, dan vaksin. 
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3) Bahan pelindung 

Apabila dianggap perlu untuk melindungi bekal kesehatan, 

maka ada beberapa bahan pelindung yang dapat digunakan atau 

diketahui antara lain: 

a) Vapour Phase Inhibitor (VPI) 

Digunakan untuk melindungi bahan logam (terutama 

besi) terhadap timbulnya karat dan dapat juga melindungi 

bahan kertas dan kayu (ketentuan penggunaan VPI harus 

mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh pabrik). 

b) Protective Oils, Fluids, and Compound 

Digunakan untuk pelindung metal dan cara 

penggunaannya mengikuti ketentuan pabrik pembuat bekal 

kesehatan dan dilakukan sebagai pelindung sementara. 

Penggunaannya sekecil mungkin dibatasi dan apabila 

digunakan dalam jangka waktu lama kondisi lapisan perlu 

diperiksa secara berkala misalnya satu bulan sekali. 

c) Bahan pengering (Desiccant) 

Bahan pengering yang sering digunakan adalah silica 

gel, merupakan zat higroskopik dan dapat menyerap uap air 

yang berada dalam kemasan atau barang sehingga dapat 

mencegah kerusakan. 
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4) Rak dan Bin (kotak) 

Penggunaan rak adalah baik dan sangat penting karena 

bekal kesehatan yang disimpan perlu aliran udara yang terus 

menerus secara bebas. Kotak yang terbuat dari bahan logam atau 

plastik yang dicat lebih baik dari pada bahan kayu yang akan 

menimbulkan uap air dan jamur. 

b. Ketentuan khusus 

Beberapa ketentuan-ketentuan khusus yang digunakan sebagai 

tatalaksana penyimpanan antara lain: 

1) Rotasi pengeluaran barang harus diatur menurut sistem FIFO dan 

FEFO. Hal ini penting terutama untuk barang yang tidak tahan 

lama dan mempunyai batas kadaluarsa pendek atau singkat. 

2) Batas waktu penyimpanan (Self Life atau Storage Limiting Period). 

Setiap pabrik bekal kesehatan mengeluarkan ketentuan tentang 

batas waktu penyimpanan atau pemakaian dan batas waktu 

pemakaian efektif dapat menjadi lebih pendek apabila kondisi 

tempat penyimpanan tidak memenuhi syarat. 

3) Pemisahan bekal kesehatan dimaksudkan untuk mempermudah 

pencarian, pengawasan atau pengendalian stock bekal kesehatan. 

Bekal kesehatan tersebut dibagi menjadi: 

a) Barang inventaris 

Barang inventaris adalah barang yang telah disahkan 

menjadi kekayaan negara baik yang berupa barang bergerak 
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maupun barang yang tidak bergerak yang berada dalam 

penguasaan dan pengawasan Dephan dan TNI. Barang 

inventaris digolongkan sebagai berikut: 

(1) Alat kesehatan 

(2) Alat penunjang kesehatan 

b) Barang terpakai habis 

(1) Obat jadi yang terdiri atas narkotika, psikotropika, obat 

keras, obat bebas terbatas, dan obat bebas. 

(2) Bahan obat yang terdiri atas bahan berkhasiat, bahan 

tambahan, dan bahan pengemas. 

(3) Reagensia padat dan cair. 

(4) Bahan cair mudah terbakar. 

(5) Alat kesehatan (kapas, pembalut, jarum suntik, alat gigi, 

bahan protesa, X-Ray film dan lain-lain). 

(6) Suku cadang (instrument). 

4) Pengodean 

Tujuan dari pengodean adalah untuk mendukung upaya 

pencapaian seperti: 

a) Ketertiban administrasi bekal kesehatan. 

b) Pembakuan nomor klasifikasi bekal kesehatan. 

c) Keterpaduan dan aplikasinya. 
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5) Pengkartuan 

Pengkartuan ini digunakan untuk mencatat perpindahan 

bekal kesehatan yang berisi tentang: 

a) Nama barang dan kode barang. 

b) Tanggal masuk dan keluar barang. 

c) Dari atau ke. 

d) Bukti pemasukan dan pengeluaran barang. 

e) Jumlah masuk dan keluar barang. 

f) Sisa persediaan. 

g) Keterangan (kadaluarsa). 

Selain teknis penyimpanan barang persediaan, perlu juga 

diterapkan teknis pengendalian persediaan bekal kesehatan untuk menjaga 

tersedianya bekal kesehatan dalam jumlah dan jenis yang sesuai dengan 

kebutuhan pada tempat dan waktu yang tepat secara berdaya guna. Hal ini 

akan dapat mencegah terjadinya Over Stock (kelebihan persediaan) 

maupun Stock Out (kekosongan persediaan) di satuan kesehatan. Kegiatan 

pengendalian persediaan meliputi: 

a. Penelitian/pemeriksaan administrasi pergudangan 

1) Pengisian kartu lokasi dengan benar sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

2) Pencatatan perubahan kondisi bekal kesehatan yang disertai 

dengan dokumen seperti: 

a) Bentuk penerimaan sesuai dengan SPJB/kontrak. 
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b) Bentuk penerimaan dan pengeluaran (bentuk 40510). 

c) Berita acara pemeriksaan bekal kesehatan. 

d) Berita acara penghapusan bekal kesehatan (apabila keluar 

karena dihapus). 

e) Hasil pencacahan bekal kesehatan. 

3) Penyusunan kartu lokasi berdasarkan grup, kertas, abjad, dan 

pengodean. 

4) Pencocokan dengan kartu pengawas persediaan. 

b. Pencacahan persediaan 

Pencacahan persediaan dilakukan agar tingkat persediaan 

administrasi sama dengan persediaan secara fisik dan dilaksanakan 

setiap akhir tahun anggaran. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi: 

1) Persiapan pencacahan 

a) Menyusun jadwal pencacahan. 

b) Menunjuk personal atau panitia pencacahan (surat perintah 

pencacahan yang dibuat oleh Ordonatur Material atau 

Kasatkes). 

2) Teknis pencacahan 

a) Petugas pergudangan 

Pencacahan yang dilaksanakan oleh petugas gudang 

dilaksanakan secara intern, dengan maksud melakukan 

pemeriksaan dan pencelaan yang dilakukan secara rutin dan 
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sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan terutama apabila 

ditemukan perbedaan kondisi atau kelainan secara visual. 

b) Panitia pencacahan 

Panitia yang dibentuk ditunjuk oleh Ordonatur Material, 

Ordonatur Material Pembantu atau Kasatkes. Pencacahan 

dilaksanakan oleh panitian pencacahan dengan tujuan: 

(1) Pemeriksaan sebagai tindak lanjut dari pencacahan secara 

intern. 

(2) Pencacahan kekayaan negara yang dilakukan setiap tahun 

anggaran. 

(3) Dalam rangka serah terima jabatan Kepala Gudang. 

3. Penyaluran atau Distribusi Bekal Kesehatan 

Kegiatan penyaluran atau distribusi merupakan proses lanjutan 

setelah kegiatan penerimaan dan penyimpanan bekal kesehatan. 

Penyaluran adalah suatu proses kegiatan yang dimulai sejak pengeluaran 

barang dari tempat penyimpanan sampai tempat yang memerlukan atau 

unit pemakai. 

Pejabat-pejabat yang terlibat dalam kegiatan penyaluran bekal 

kesehatan di satuan kesehatan adalah: 

a. Kadiskes sebagai Ordonatur Material 

1) Menerbitkan Surat Perintah Logistik. 

2) Menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran dan Penerimaan Material 

(bentuk 40510). 
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b. Kalakespra, Asisten/Direktur Logistik Kotama, Kalaknis Diskesau dan 

Karumkit sebagai Ordonatur Material Pembantu 

1) Menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran (SPP). 

2) Dibantu oleh Pembantu Ordonatur Material (Sesdis, Sesla, 

Sesrumkit, Kataud) dalam melaksanakan pemutakhiran data 

sediaan pada kartu pengawas dalam rangka kegiatan pengendalian 

persediaan bekal kesehatan berdasarkan laporan pengeluaran 

Bendaharawan Material. 

c. Kepala Gudang Pusat Farmasi Lafiau selaku Bendaharawan Material 

1) Menerima perintah alokasi dari Ordonatur Material (bentuk 40510) 

untuk pemenuhan kebutuhan bekal kesehatan di satuan kesehatan. 

Selanjutnya membukukan, memotong jumlah dalam kartu lokasi 

(bentuk 42020), dan melengkapi data yang diperlukan untuk 

kepentingan penelitian kembali jika diperlukan. 

2) Menyiapkan bekal kesehatan yang akan dikeluarkan terutama label 

serta dokumen lain yang harus tetap menyertai atau melekat pada 

bekal kesehatan yang bersangkutan. 

3) Menyiapkan peti pembungkus yang sesuai dengan kondisi dan 

tuntutan bekal kesehatan yang akan dikeluarkan serta memberi 

tanda pada setiap peti sesuai dengan kebutuhan yang berlaku. 

4) Membuat Packing List (daftar isi kemasan) bentuk 43031-3 untuk 

setiap peti yang dikirimkan. 
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5) Membuat SPPB (Surat Permintaan Pengangkutan Barang) dan 

SPA (Surat Perintah Angkutan) dan menyerahkan bekal kesehatan 

yang dikeluarkan kepada terminal untuk teknis pengadaan. 

6) Memberi nomor pada bentuk pengeluaran sesuai dengan nomor 

agenda pengeluaran barang serta menyerahkan semua dokumen 

pengiriman ke Sesilafiau untuk penyelesaian administrasi. 

d. Kepala Gudang Persediaan Satuan Kesehatan sebagai Kepala Gudang 

bukan Bendaharawan Material 

1) Mengeluarkan bekal kesehatan baik dari pengadaan lokal maupun 

alokasi dari Diskesau dengan bentuk pengeluaran barang (bentuk 

40400). 

2) Melengkapi data dan menandatangani bentuk permintaan atau 

pengeluaran. 

3) Melaksanakan pencacahan bekal kesehatan minimal sekali setahun. 

4) Menyisihkan bekal kesehatan yang akan dihapuskan serta 

melaporkan kepada Kalaknis atau Kasatkes. 

Teknis atau langkah yang dilakukan dalam proses pengeluaran 

barang kesehatan di RSPAU Dr. S. Hardjolukito adalah sebagai berikut: 

a. Persiapan 

1) Menyiapkan dokumen atau bentuk-bentuk pengeluaran. 

2) Di gudang pusat Lafiau Roostyan Effendie yang terdiri atas Surat 

Perintah Logistik, bentuk pengeluaran dan penerimaan dalam 

bentuk 40510, serta Surat Perintah Pengeluaran (SPP). 
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3) Di gudang persediaan atau pemakai yaitu Surat Perintah 

Pengeluaran (SPP). Langkah-langkah yang dilakukan yaitu: 

a) Meneliti nama, nomor kode, jumlah, nomor lokasi bekal 

kesehatan. 

b) Mencatat dalam kartu lokasi (bentuk 42020) sesuai dengan 

bukti pengeluaran bekal kesehatan. 

c) Mengambil bekal kesehatan dari tempat penyimpanan sesuai 

dengan bentuk pengeluaran dan permintaan bekal kesehatan. 

d) Memberikan label dengan data-data yang lengkap sesuai 

dengan bentuk pengeluaran dan permintaan bekal kesehatan. 

e) Mengemas bekal kesehatan dalam kemasan yang sesuai. 

4) Mengumpulkan bekal kesehatan yang siap dikeluarkan disertai 

dengan dokumen pengeluaran dan dicatat dalam buku pengeluaran 

bekal kesehatan di gudang (bentuk 46330). 

b. Pelaksanaan 

1) Di gudang Pusat Lafiau Roostyan Effendie 

a) Menyiapkan kemasan yang sesuai. 

b) Melaksanakan pengemasan bekal kesehatan. 

c) Membuat Packing List. 

d) Membuat SPPB (Surat Permintaan Pengangkutan Barang) dan 

SPA (Surat Perintah Angkutan) dalam bentuk Surat Telegram 

(ST). 
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e) Mengirimkan bekal kesehatan menggunakan sarana angkutan 

darat (Bekmatpus), udara (DAAU) atau angkuatan lainnya. 

2) Di gudang Persediaan Satuan Kesehatan 

a) Menyiapkan kemasan. 

b) Membuat daftar bekal kesehatan yang disalurkan. 

c) Membuat Surat Perintah Pengeluaran (SPP). 

d) Menyiapkan, menyerahkan, dan mengirimkan ke unit apotek. 

3) Pemutakhiran data 

a) Petugas gudang mencatat data pengeluaran di kartu barang 

yang ada di rak sediaan atau bekal kesehatan (bentuk 42340). 

b) Kepala gudang mencatat data pengeluaran di kartu pengeluaran 

(bentuk 42020). 

c) Mencocokkan data antara kartu persediaan dengan kartu 

pengawas (bentuk 42030). 

4. Penghapusan Bekal Kesehatan 

Penghapusan bekal kesehatan merupakan salah satu fungsi 

pembinaan bekal kesehatan di lingkungan TNI Angkatan Udara. 

Penghapusan ini adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk 

membebaskan bekal kesehatan dari pertanggungjawaban perbendaharaan 

negara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penghapusan bekal 

kesehatan dilaksanakan apabila bekal kesehatan tersebut mengalami 

penurunan nilai guna maupun nilai ekonominya yang disebabkan karena 

rusak, kadaluarsa, dan lain-lain. 
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Kegiatan penghapusan bekal kesehatan dalam pelaksanaannya 

harus selalu ada pihak-pihak yang menyaksikan, didokumentasikan dalam 

berita acara penghapusan yang ditandatangani oleh panitia penghapusan 

sebagai laporan pertanggungjawaban teknis penghapusan. 

Penyelenggarakan penghapusan bekal kesehatan di lingkungan 

TNI Angkatan Udara dimaksudkan untuk menjamin beberapa hal penting 

antara lain: 

a. Tertib administrasi bekal kesehatan. 

b. Pengamanan barang inventaris negara dan menghindari terjadinya 

bekal kesehatan lebih, usang, rusak, dan lain-lain. 

c. Dapat dicapai pendayagunaan bekal kesehatan yang tinggi, 

penghematan ruang simpan maupun penghematan biaya dalam 

pemeliharaan, pengoperasian, dan perawatan dalam penyimpanan. 

d. Kesinambungan pembinaan logistik di lingkungan TNI Angkatan 

Udara. 

Diperlukan alasan atau pertimbangan guna memenuhi proses 

penghapusan bekal kesehatan. Pertimbangan ini harus diteliti atau dicela 

terlebih dahulu, kemudian hasil penelitian atau pencelaan ini harus 

dituangkan dalam berita acara penelitian atau pencelaan yang selanjutnya 

akan menjadi dasar pada proses usulan penghapusan. Adapun 

pertimbangan yang dapat dipakai sebagai dasar penelitian atau pencelaan 

adalah sebagai berikut: 

a. Pertimbangan teknis 
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1) Secara fisik bekal kesehatan sudah tidak dapat digunakan karena 

rusak dan tidak ekonomis apabila diperbaiki. 

2) Secara teknis tidak dapat dipergunakan lagi, disebabkan proses 

modernisasi atau ketinggalan teknologi. 

3) Telah melampaui batas waktu kegunaan menurut ketentuan 

(kadaluarsa atau expired date) dan tidak diperlukan lagi oleh 

organisasi atau akan menimbulkan bahaya apabila disimpan terlalu 

lama seperti bahan-bahan kimia dan obat-obatan. 

4) Secara spesifikasi mengalami perubahan seperti terkikis, aus, dan 

lain-lain sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.  

b. Pertimbangan ekonomis 

1) Disebabkan karena berlebihan dalam arti bekal kesehatan yang 

tidak dibutuhkan oleh TNI Angkatan Udara secara keseluruhan 

atau yang dinyatakan melebihi kebutuhan nyata (surplus) atau 

kelebihan kesehatan pada satker, tetapi tidak dapat digunakan oleh 

satker lain. 

2) Lebih menguntungkan apabila dihapus karena biaya operasional 

dan pemeliharaannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh.  

c. Pertimbangan lain 

1) Barang hilang atau kurang akibat kesalahan atau kelalaian 

Bendaharawan Material/Kepala Gudang. 

2) Karena kelalaian dan terjadi kebakaran, kecelakaan, dan lain-lain. 

3) Karena pertimbangan medis ditetapkan membahayakan kesehatan. 
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Bekal kesehatan yang sudah memenuhi alasan penghapusan harus 

segera diajukan usul penghapusannya. Hal tersebut disebabkan karena 

apabila tidak diajukan usul penghapusan akan menimbulkan kerugian-

kerugian seperti: 

a. Biaya pemeliharaan dan perawatan yang semakin besar. 

b. Nilai bekal kesehatan tersebut terus berkurang, sedangkan jasa atau 

manfaat yang diberikan tidak seimbang dengan biaya pengurusannya. 

c. Memerlukan saran penyimpanan. 

d. Memerlukan tenaga atau personal untuk pengawasan dan 

pengamanannya. 

Bekal kesehatan yang telah memenuhi alasan penghapusan segera 

diproses penghapusannya dengan tujuan untuk: 

a. Membebaskan bendaharawan atau kepala gudang atau pengurus bekal 

kesehatan dari pertanggungjawaban administrasi dan fisik atas barang 

milik atau kekayaan negara yang berada di bawah penguasaan atau 

pengurusannya. 

b. Mencegah timbulnya akibat yang merugikan dalam arti seluas-luasya. 

c. Dapat dijadikan salah satu sumber penerimaan uang Negara (dilelang). 

Pejabat pelaksana penghapusan bekal kesehatan pada dasarnya 

merupakan wewenang pada Kasau sebagai Pembina Barang Inventaris 

(PBI) yang menerima pelimpahan wewenang dari Panglima TNI, akan 

tetapi secara fungsional wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada 

Asisten Logistik (Aslog) untuk menandatangani Berita Acara Usul 
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Penghapusan dan Kadismatau selaku pelaksana PBI menerima pelimpahan 

dan wewenang mengeluarkan persetujuan keputusan penghapusan barang 

bergerak di satuan bawahnya secara terbatas. 

Pejabat-pejabat yang terlibat dalam kegiatan penghapusan bekal 

kesehatan di satuan kesehatan adalah: 

a. Kadiskesau sebagai Pembina Item. Tugas dan tanggung jawabnya 

adalah sebagai berikut: 

1) Menerima pengajuan atau data laporan bekal kesehatan yang dicela 

dari Laknis/Rumkit/Satuan Kesehatan. 

2) Memberikan rekomendasi persetujuan penghapusan atas bekal 

kesehatan tersebut kepada Kadismatau. 

b. Kepala Satuan Kesehatan. Satuan kesehatan sebagai Unit Pemakai 

Barang (UPB) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 

1) Membuat penilaian dan melaporkan bekal kesehatan yang 

diklasifikasikan tercela. 

2) Mengajukan permohonan usul penghapusan bekal kesehatan 

dimaksud kepada Kadismatau melalui Kadikesau. 

3) Menandatangani Berita Acara Usul Penghapusan yang disusun 

oleh panitia atau komisi pemeriksa material. 

4) Mengajukan Berita Acara Usul Penghapusan bekal kesehatan 

kepada Kadismatau/Pangkotama/Danlanud. 

5) Menerima surat perintah teknis penghapusan bekal kesehatan dari 

Kadismatau/Pangkotama/Danlanud. 
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6) Membentuk panitia tindak lanjut penghapusan. 

7) Menyusun laporan teknis tindak lanjut penghapusan untuk 

dilaporkan kepada Kadismatau melalui Danlanud/Pangkotama. 

8) Menghapus bekal kesehatan yang dihapus dari TNI Angkatan 

Udara dan mencatat barang pengganti ke dalam inventaris. 

Penyelenggaraan bekal kesehatan di lingkungan TNI Angkatan 

Udara menggunakan prinsip ketepatan pendayagunaan, agar tercapai 

efesiensi dalam penyelenggaraan dukungan logistik. Pelaksanaan 

penghapusan bekal kesehatan terdiri atas beberapa kegiatan antara lain: 

a. Pengajuan usul penghapusan bekal kesehatan 

Pengajuan usul ini dimulai dari penyusunan program kegiatan 

sampai dengan diterimanya surat keputusan penghapusan bekal 

kesehatan dari pejabat yang berwenang. Rangkaian kegiatan pengajuan 

usul penghapusan bekal kesehatan adalah: 

1) Menyusun daftar bekal kesehatan yang akan dihapus (sudah 

memenuhi syarat-syarat untuk dihapus). 

2) Pengumpulan bekal kesehatan yang akan dihapuskan pada suatu 

ruangan atau tempatnya dipisahkan dari bekal kesehatan lain. 

3) Laporkan rencana kegiatan tersebut kepada Pang/DanKotama, 

kemudian ajukan usul penghapusan bekal kesehatan ke 

Kadismatau melalui Kadiskesau. 

4) Setelah mendapat penilaian, rekomendasi ataupun persetujuan dari 

Kadismatau, UPB membentuk Komisi Pemeriksa Penghapusan 
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Material (KPPM) yang jumlahnya ganjil, sekurang-kurangnya tiga 

orang dari pejabat di lingkungan satuan kesehatan tersebut 

(dipimpin oleh seorang perwira yang bukan bendaharawan atau 

pengurus bekal kesehatan untuk memeriksa kondisi bekal 

kesehatan yang akan dihapus). 

5) Hasil pemeriksaan bekal kesehatan dituangkan dalam bentuk berita 

acara usul penghapusan (bentuk 43201 untuk barang bergerak), 

yang kemudian ditandatangani oleh KPPM, bendaharawan atau 

pengurus bekal kesehatan, dan Kasatkes, diajukan ke Kadismatau 

melalui Pang/Dan Kotama untuk mendapat pengesahan dari Aslog 

Kasau. Hasil pemeriksaan bekal kesehatan meliputi: 

a) Hasil penelitian tentang status kepemilikan, asal perolehan atau 

penguasaan atas bekal kesehatan tersebut. 

b) Hasil pemeriksaan fisik terhadap bekal kesehatan yang dihapus. 

c) Hasil penelitian dan penaksiran harga jual. 

d) Foto bekal kesehatan yang akan dihapuskan. 

e) Hal-hal lain yang dianggap perlu. 

b. Pelaksanaan penghapusan bekal kesehatan 

Penghapusan bekal kesehatan dapat dilaksanakan apabila Surat 

Keputusan Penghapusan Material/Instruksi Teknis Penghapusan 

Material (SKPM/IPPM) telah diterima. Rangkaian kegiatan 

penghapusan bekal kesehatan adalah sebagai berikut: 

1) Persiapan administrasi penghapusan 
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a) Surat Keputusan Penghapusan Material (SKPM) yang 

diterbitkan oleh Kadismatau, Pangkotama/Danlanud. 

b) Surat Perintah Teknis Penghapusan yang diterbitkan oleh 

Kasatker sebagai UPB. 

c) Surat Keputusan Pembentukan Panitia Teknis Penghapusan 

bekal kesehatan yang diterbitkan oleh Kasatker. 

d)  Surat Perintah Pengeluaran (SPP) bagi bekal kesehatan yang 

akan dihapus. 

2) Penyerahan bekal kesehatan yang akan dihapus dari bendaharawan 

atau pengurus bekal kesehatan ke Panitia Pelaksana Penghapusan. 

3) Pemeriksaan fisik atau kondisi bekal kesehatan yang akan dihapus. 

4) Teknis tindak lanjut penghapusan dapat melalui penjualan, 

penukaran, penghibahan, pemusnahan, alih kelola, dan lain-lain. 

5) Teknis pemusnahan dapat dilakukan dengan cara-cara dibakar, 

ditanam, dihancurkan, dibuang ke laut, dan lain-lain. 

5. Pelaporan Bekal Kesehatan 

Kegiatan pelaporan bekal kesehatan merupakan bentuk 

pertanggungjawaban administrasi mulai dari proses penerimaan sampai 

dengan penghapusan bekal kesehatan yang dilaksanakan oleh pejabat di 

satuan kesehatan. Adapun pejabat pembuat laporan bekal kesehatan yang 

terlibat dalam kegiatan pelaporan bekal kesehatan di satuan kesehatan 

adalah sebagai berikut: 
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a. Kalakespra, Kalaknis Diskesau, Karumkit, Kadislog Lanud A/B/C, 

Kadisbin Lanud D sebagai Ordonatur Material Pembantu 

1) Membuat laporan penerimaan bekal kesehatan hasil alokasi dari 

Diskesau maupun sumber lain ke Kadiskesau. 

2) Membuat laporan pengeluaran bekal kesehatan ke Diskesau. 

3) Membuat laporan berkala tentang persediaan bekal kesehatan 

menggunakan format SABMN (Sitem Akuntasi Barang Milik 

Negara). 

4) Membuat laporan berkala setiap bulan mengenai persediaan 

narkotik dan psikotropik kepada Kadinkes Kota dengan tembusan 

Kadinkes Provinsi, dan Ka BPOM Provinsi serta Kadiskesau. 

b. Kepala Gudang Persediaan rumah sakit atau satuan kesehatan sebagai 

Kepala Gudang bukan Bendaharawan Material 

1) Melaporkan dengan segera apabila terdapat kerusakan maupun 

ketidak lengkapan bekal kesehatan yang diterima. 

2) Membuat laporan berkala tentang kegiatan penyimpanan dan 

situasi persediaan bekal kesehatan. 

3) Membuat laporan berkala setiap bulan mengenai persediaan 

narkotika dan psikotropika kepada Kadinkes Kota dengan 

tembusan Kadinkes Provinsi, Ka BPOM Provinsi, dan Kadiskesau 

serta Kalafiau. 

4) Membuat laporan berkala (bulanan, semesteran, dan tahunan) 

tentang persediaan bekal kesehatan. 
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5) Memberikan informasi bulanan tentang persediaan bekal kesehatan 

yang ada di gudang persediaan. 

6) Melaporkan penerimaan dan pengeluaran sediaan bekal kesehatan 

yang menjadi tanggung jawab gudang persediaan. 

7) Membuat laporan pengeluaran bulanan kepada Karumkit/Kasatkes 

dalam bentuk 45330. 

C. Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit 

1. Apotek 

Apotek di RSPAU Dr. S. Hardjolukito merupakan salah satu seksi 

yang membantu dalam pelaksanaan tugas bagian Instalasi Farmasi Rumah 

Sakit. Seksi apotek bertugas melaksanakan pelayanan dispensing obat 

berdasarkan resep bagi penderita rawat jalan dan rawat inap. 

Seksi apotek dipimpin oleh Kepala Seksi Apotek disingkat Kasi 

Apotek, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban bertanggung jawab 

kepada Kepala Bagian Instalasi Farmasi. Seksi apotek ini mempunyai 

tugas dan kewajiban sebagai berikut: 

a. Melaksanakan penerimaan resep dari pasien rawat jalan dan rawat 

inap. 

b. Melaksanakan skrining resep. 

c. Melaksanakan penyiapan obat. 

d. Melaksanakan penyerahan obat. 

e. Melaksanakan pemberian informasi dan konseling obat. 
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Seksi apotek dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh: 

a. Urusan apotek rawat jalan atau disingkat Ur Apotek Watlan. 

b. Urusan apotek rawat inap atau disingkat Ur Apotek Watinap. 

c. Urusan informasi dan konseling atau disingkat Ur Info & Kons. 

Instalasi Farmasi harus membuat perencanaan perbekalan farmasi 

untuk satu tahun anggaran dalam melakukan perencanaan perbekalan 

farmasi. Perencanaan yang telah dibuat harus diusulkan ke bagian 

perencanaan dan program rumah sakit. Usulan tersebut harus disetujui 

terlebih dahulu oleh Karumkit, kemudian usulan yang telah disetujui 

Karumkit harus diinformasikan ke tim pengadaan RSPAU Dr. S. 

Hardjolukito untuk direalisasikan. 

Ruang atau tempat dan peralatan penyimpanan perbekalan farmasi 

harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut bertujuan untuk 

menjamin semua barang farmasi tetap dalam kondisi yang baik dan dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan spesifikasi masing-masing 

perbekalan farmasi serta sesuai dengan peraturan di Instalasi Farmasi. 

Ruang atau tempat dan peralatan di RSPAU Dr. S. Hardjolukito 

adalah sebagai berikut: 

a. Ruang atau tempat penyimpanan. 

b. Lemari pendingin. 

c. Lemari penyimpanan untuk obat narkotika dan obat kears tertentu. 

d. Lemari atau rak penyimpanan perbekalan farmasi. 
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e. Lemari atau rak tempat penyimpanan bahan-bahan berbahaya dan 

mudah terbakar. 

f. Ruang atau tempat dan perlatan untuk melaksanakan administrasi 

perbekalan farmasi. 

Adapun hal yang dimaksud dengan ruang atau tempat dan 

peralatan yang memenuhi syarat menurut Guidelines For Good Hospital 

Pharmacies & Managemen adalah: 

a. Ruang penyimpanan tidak terkena cahaya langsung, terang, kering, 

dan tidak panas. 

b. Lemari pendingin dengan suhu 2-8° C (ditunjukkan oleh monitor) 

untuk perbekalan farmasi yang harus disimpan dingin. 

c. Lemari khusus untuk penyimpanan obat narkotika dan obat keras 

tertentu yang terkunci. 

d. Lemari atau rak penyimpanan yang cukup jumlahnya sehingga dapat 

menjamin terlaksananya sistem penyimpanan yang baik (FIFO). 

Distribusi umum seluruh perbekalan farmasi kepada ruang 

perawatan hanya dilakukan setiap hari senin, kecuali keadaan darurat atau 

cito. Penyerahan perbekalan farmasi kepada pasien harus berdasarkan 

resep yang ditulis dokter. 

a. Pengadaan Perbekalan Farmasi 

1) Pengadaan perbekalan farmasi dalam jumlah besar harus 

dilaksanakan secara tender. 
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2) Pengadaan perbekalan farmasi harus secara rutin dengan 

pemesanan seminggu sekali kepada distributor yang datang atau 

melalui telepon dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan 

antara distributor dengan RSPAU Dr. S. Hardjolukito. 

3) Pengadaan untuk keperluan satu minggu tersebut harus mengacu 

pada DRK Instalasi Farmasi yang telah disetujui oleh Karumkit. 

4) Pengadaan perbekalan farmasi di Instalasi Farmasi dilakukan oleh 

bagian pengadaan. 

b. Penerimaan Perbekalan Farmasi 

1) Penerimaan perbekalan farmasi harus diteliti kesesuaian pesanan, 

jumlah, jenis, bentuk sediaan, dan tanggal kadaluarsa. 

2) Perbekalan farmasi yang keadaaanya tidak sesuai dengan 

persyaratan harus dikembalikan ke supliernya. 

3) Penerimaan perbekalan farmasi harus dilakukan oleh petugas 

penerimaan atau petugas farmasi lainnya bila petugas penerima 

tidak ada ditempat. 

4) Setiap penerima perbekalan farmasi harus ditulis pada buku 

penerimaan barang. 

c. Pengadaan Sediaan Narkotika 

1) Obat golongan narkotika dipesan memakai surat pesan khusus 

yang ditandatangani oleh Apoteker dengan mencatumkan No. 

SIK/SP. 
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2) Surat pesanan dikirim langsung ke distributor khusus obat 

golongan narkotika yaitu PT. Kimia Farma. 

3) Surat pesanan dibuat rangkap tiga. 

4) Salinannya disimpan untuk dijadikan arsip rumah sakit.  

d. Penyimpanan Perbekalan Farmasi Narkotika 

1) Semua obat narkotika yang ada di Instalasi Farmasi harus disimpan 

pada lemari khusus yang terkunci baik. 

2) Hanya ruang perawatan Bedah dan ICU yang diperbolehkan 

menyimpan obat narkotika dalam jumlah terbatas. 

3) Semua obat yang ada diruang perawat harus disimpan di lemari 

khusus di bawah pengawasan kepala klinik. 

e. Pendistribusian Perbekalan Farmasi Narkotika 

1) Resep harus asli dari dokter dengan mencatumkan tandatangan. 

2) Resep di Instalasi Farmasi harus diberi garis bawah warna merah. 

3) Pada resep harus dicantumkan alamat pasien dengan jelas. 

4) Instalasi Farmasi tidak melayani kopi resep untuk obat narkotika. 

5) Resep obat narkotika diarsipkan tersendiri. 

6) Setiap awal bulan dibuat laporan penerimaan dan pemakaian obat 

narkotika. 

7) Arsip laporan disimpan di Instalasi Farmasi. 

f. Penyimpanan Perbekalan Farmasi Psikotropika dan Vaksin 

1) Psikotropika dan sitostatika harus disimpan di lemari atau rak 

khusus. 
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2) Psikotropika di tempat pelayanan harus disimpan pada tempat 

tersendiri. 

3) Sitostatika di tempat pelayanan harus disimpan pada laci lemari 

narkotika. 

4) Vaksin harus disimpan dalam lemari pendingin. 

5) Penyimpanan vaksin di ruang perawatan harus disimpan di dalam 

lemari pendingin. 

6) Suhu lemari pendingin harus diatur antara 2-8° C. 

g. Pengarsipan atau Dokumentasi Resep 

1) Semua resep yang masuk ke Instalasi Farmasi disimpan 

berkelompok berdasarkan asal SMF. 

2) Untuk mempermudah pencarian resep dimasukkan ke dalam file 

secara berurutan setiap hari dan diberi pembatas dengan 

mencatumkan tanggal resep masuk. 

3) Setelah 1 bulan file resep disimpan dalam rak penyimpanan resep. 

4) Khusus untuk resep yang mengandung obat golongan narkotika 

disimpan pada file khusus resep narkotika. 

5) Resep yang telah berumur lebih dari tiga tahun dapat diusulkan 

untuk dimusnahkan dan dibuat berita acara pemusnahan resep. 

h. Penghapusan/Penarikan Perbekalan Farmasi yang Rusak atau 

Kadaluarsa 

1) Apabila perbekalan farmasi yang telah kadaluarsa atau rusak 

segera dilaporkan ke Kepala Instalasi Farmasi. 
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2) Kepala Instalasi Farmasi melaporkan ke Kepala Rumah Sakit 

(Karumkit) melalui panitia penghapusan barang Rumah Sakit. 

3) Panitian penghapusan membuat daftar nama-nama perbekalan 

farmasi yang akan dihapuskan untuk disusulkan kepada Karumkit. 

4) Kepala Instalasi Farmasi mengeluarkan surat persetujuan 

pemusnahan perbekalan farmasi kepada panitia penghapusan. 

2. Depo Farmasi 

Depo farmasi merupakan pembantu pelaksana dari Kabag Instalasi 

Farmasi yang bertugas melaksanakan pelayanan dispensing perbekalan 

kesehatan bagi pasien yang di rawat di ruang perawatan tertentu. Depo 

farmasi ini dipimpin oleh Kepala Seksi Depo Farmasi disingkat Kasi Depo 

Farmasi, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban bertanggungjawab 

kepada Kabag Instalasi Farmasi. Tugas dan kewajiban dari Depo Farmasi 

adalah sebagai berikut: 

a. Melaksanakan perencanaan, penerimaan, penyimpanan perbekalan 

kesehatan untuk kebutuhan Depo Farmasi. 

b. Melaksanakan dispensing obat bagi pasien yang memerlukan 

penanganan segera. 

Depo Farmasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh: 

a. Urusan Depo Kamar Operasi 

Urusan Depo Kamar Operasi merupakan pembantu pelaksana 

Kasi Depo Farmasi yang bertugas menyiapkan seluruh kebutuhan 

perbekalan kesehatan bagi pasien yang akan menjalani operasi. Urusan 
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Depo Kamar Operasi dipimpin oleh Kepala Urusan Depo Kamar 

Operasi disingkat Kaur Depo Kmr Ops yang dalam melaksanakan 

tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada Kasi Depo Farmasi. 

Ruang persediaan di Urusan Depo Kamar Operasi berisi 

persediaan obat-obatan dan alat kesehatan sekali pakai dari gudang 

farmasi. Permintaan obat-obatan dan alat kesehatan sekali pakai ke 

gudang farmasi dilakukan satu kali dalam sebulan. 

b. Urusan Depo Instalasi Gawat Darurat 

Urusan Depo Instalasi Gawat Darurat merupakan pembantu 

pelaksana Kasi Depo Farmasi yang bertugas menyiapkan seluruh 

kebutuhan perbekalan kesehatan bagi pasien di Instalasi Gawat 

Darurat. Urusan Depo Instalasi Gawat Darurat dipimpin oleh Kepala 

Urusan Depo Instalasi Gawat Darurat disingkat Kaur Depo IGD yang 

dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab 

kepada Kasi Depo Farmasi. 

Ruang persediaan di Urusan Depo Instalasi Gawat Darurat 

berisi persediaan obat-obatan dan alat kesehatan sekali pakai dari 

gudang farmasi. Pengawasan dalam penggunaan sediaan obat dan alat 

kesehatan ini dilakukan langsung oleh Kaur Depo IGD. Permintaan 

obat-obatan dan alat kesehatan sekali pakai ke gudang farmasi 

dilakukan satu kali dalam sebulan. 
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Sistem distribusi obat untuk Urusan Depo Instalasi Gawat 

Darurat merupakan kombinasi dari sistem resep individual, dosis unit, 

dan persediaan di ruangan (floor stock). 

3. Pengadaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan 

Pengadaan obat merupakan suatu proses untuk mendapatkan 

perbekalan farmasi untuk menunjang kegiatan pelayanan kesehatan di 

rumah sakit. Urusan pengadaan di RSPAU Dr. S. Hardjolukito merupakan 

bagian atau unit yang berdiri sendiri. Tugas dan kewajiban bagian 

pengadaan RSPAU Dr. S. Hardjolukito dalam proses pengadaan 

perbekalan kesehatan adalah: 

a. Menyusun perjanjian-perjanjian kontak/surat perjanjian kontrak 

pesanan material sesuai peraturan yang berlaku dengan rekanan yang 

disetujui. 

b. Menyelenggarakan kontrak pesanan kepada rekanan yang ditunjuk 

sesuai dengan keputusan panitia lelang/panitia penilai harga. 

c. Meneliti kelengkapan administrasi pengadaan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

d. Menyelenggarakan pengarsipan terhadap segala kegiatan pengadaan. 

e. Membuat laporan tiap triwulan, kepada Irjenad (Inspektorat Jendral 

Angkatan Udara) dan tembusan Ditkesau (Direktorat Kesehatan 

Angkatan Udara). 

Pengadaan perbekalan kesehatan yang dilakukan di RSPAU Dr. S. 

Hardjolukito berdasarkan: 
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a. Pemberian 

1) Direktorat Kesehatan (DitKes) TNI: LAFI-AU, merupakan pabrik 

obat TNI AU. 

2) Pusat kesehatan TNI (integrasi dengan seluruh TNI yaitu AD, AL, 

dan AU): obat kanker, supplai medis untuk hemodialisis, implant 

orthopedic, dan cath jantung. 

3) Hibah (pemberian): alat kesehatan. 

b. Pembelian 

Pembelian dilakukan untuk obat-obatan yang sesuai dengan 

DOE rumah sakit diluar obat-obat pemeberian. Pengadaan melalui 

pemesanan langsung kepada rekanan melalui via telepon dan salesmen 

yang datang ke rumah sakit dengan nilai sesuai dengan anggaran yang 

ada setiap tahun. 

Dalam pengadaan barang harus mempertimbangkan jumlah buffer 

stock dan lead time barang yang ada di gudang penyimpanan. Buffer stock 

dan lead time yang digunakan adalah persediaan barang untuk 2-4 bulan, 

fungsi untuk adanya buffer stock dan lead time adalah mencegah 

kekosongan barang. Pengadaan dilakukan oleh ULP (Unit Layanan 

Pengadaan). Pengadaan barang yang fast moving dengan harga mahal 

dilakukan dengan cara pembelian dengan jarak waktu pendek dan tetap 

berdasarkan tingkat prioritas obat tersebut. 

Anggaran yang digunakan dalam pengadaan barang RSPAU Dr. S. 

Hardjolukito adalah sebagai berikut: 
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a. DPK (Dana Pemeliharaan Kesehatan), merupakan dana asuransi untuk 

TNI dan PNS-TNI (potongan gaji 2% yang dikelola sendiri oleh TNI 

AU). Anggaran tersebut turun tiap bulan. 

b. RBK (Rutin Bekal Kesehatan), merupakan dana APBN yang turun 

setiap bulan. 

c. Yanmasum (Pelayanan Masyarakat Umum), diambil dari keuntungan 

melayani masyarakat umum untuk menunjang kekurangan dana dari 

DPK dan RBK, sebagai subsidi bagi pasien dinas. 

Langkah atau alur dalam sistem pengadaan perbekalan farmasi 

RSPAU Dr. S. Hardjolukito adalah sebagai berikut: 

a. Membuat daftar perbekalan farmasi yang dibutuhkan dari unit, bagian 

atau ruangan. 

b. Mengajukan ke pihak Bin Item Jangkes dan Bagum. 

c. Menyampaikan daftar perbekalan farmasi ke Karumkit dan Kabag 

Rengarku. 

d. Melakukan pengadaan oleh bagian pengadaan RSPAU Dr. S. 

Hardjolukito yang sudah ditentukan jumlah item obat yang akan dibeli. 

e. Perbekalan kesehatan yang sudah diterima rumah sakit dilakukan 

pengecekan barang yang diterima sesuai kontrak dan dimasukkan ke 

bagian gudang perbekalan kesehatan. 

f. Administrasi perbekalan dikembalikan ke bagian Bin Item untuk 

digunakan sebagai laporan pengadaan selanjutnya. 
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D. Pelayanan Obat Instalasi Farmasi Rumah Sakit 

1. Rawat Jalan 

Pelayanan rawat jalan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan 

Apotek Rawat Jalan disingkat Kaur Apotek Watlan yang bertanggung 

jawab kepada Kasi Apotek. Bagian/Unit pelayanan rawat jalan memiliki 

tugas sebagai berikut: 

a. Memeriksa permintaan, penerimaan, dan pengeluaran obat atau 

material kesehatan. 

b. Memberikan informasi kepada pasien. 

c. Mencatat penerimaan dan pengeluaran narkotika. 

d. Menyimpan resep-resep secara teratur. 

e. Memberikan saran perbaikan kepada Kasi Apotek. 

Unit pelayanan rawat jalan dibuka jam 07.30-15.00 WIB dari hari 

Senin hingga Kamis dan pada hari Jumôat dibuka pada pukul 07.30-16.00 

WIB. Prosedur pelayanan resep di unit pelayanan rawat jalan adalah 

sebagai berikut: 

a. Menerima resep dan diteliti kelengkapannya. 

b. Memberi harga pada resep tersebut. 

c. Mengambil obat. 

d. Memberi etiket. 

e. Menjelaskan pemakaian obat ke pasien. 

f. Menyerahkan obat. 
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Sistem distribusi obat untuk pasien rawat jalan di RSPAU Dr. S. 

Hardjolukito adalah berdasarkan resep individual dimana pemberian 

sediaan obat oleh apotek sesuai dengan yang ditulis pada resep atas nama 

pasien rawat jalan tersebut. 

2. Rawat Inap 

Pelayanan rawat inap dipimpin oleh seorang Kepala Urusan 

Apotek Rawat Inap disingkat Kaur Apotek Watinap yang bertanggung 

jawab kepada Kasi Apotek. Bagian/Unit pelayanan rawat inap memiliki 

tugas sebagai berikut: 

a. Memeriksa permintaan, penerimaan, dan pengeluaran obat atau 

material kesehatan. 

b. Memberikan informasi kepada pasien. 

c. Mencatat penerimaan dan pengeluaran narkotika. 

d. Menyimpan resep-resep secara teratur. 

e. Memberikan saran perbaikan kepada Kepala Instalasi Farmasi. 

Prosedur pelayanan resep di unit pelayanan rawat inap adalah 

sebagai berikut: 

a. Menerima resep dari perawat inap. 

b. Menyiapkan. 

c. Memberi harga pada resep tersebut. 

d. Menyerahkan obat kepada perawat. 

Sistem distribusi obat untuk pasien rawat inap di RSPAU Dr. S. 

Hardjolukito adalah berdasarkan resep individual dimana pemberian 
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sediaan obat oleh apotek sesuai dengan yang ditulis pada resep atas nama 

pasien rawat inap tersebut. 

E. Administrasi Farmasi Rumah Sakit 

Kegiatan administrasi yang dilaksanakan Instalasi Farmasi RSPAU Dr. 

S. Hardjolukito dalam menjalankan kefarmasian meliputi: 

1. Administrasi Umum 

Kegiatan administrasi umum mencakup kegiatan pencatatan, 

pengarsipan, pelaporan narkotika dan psikotropika, dan dokumentasi 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

2. Administrasi Pelayanan 

Kegiatan administrasi pelayanan meliputi pengarsipan resep, 

pengarsipan catatan pengobatan pasien, dan pengarsipan hasil monitoring 

penggunaan obat. 

3. Administrasi Pengelolaan Obat 

Ruang lingkup yang berhak dalam melakukan administrasi 

pengelolaan obat adalah bagian instalasi farmasi rumah sakit dengan 

wewenang melakukan pencatatan dan membuat laporan. Uraian tugas 

dalam administrasi pengelolaan obat antara lain: 

a. Membuat laporan harian untuk pemakaian obat-obatan (rekapitulasi 

dari ranap dan rajal). 

b. Membuat laporan pemakaian obat generik dari resep yang masuk ke 

Instalasi Farmasi. 
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c. Membuat laporan stok perbekalan farmasi setiap satu bulan untuk 

dilaporkan ke Karumkit. 

F. Pelayanan Informasi Obat dan Farmasi Klinik 

Petugas Instalasi Farmasi memberikan dan menyebarkan informasi 

kepada konsumen mengenai perbekalan farmasi, baik secara aktif maupun 

pasif. Hal tersebut dilaksanakan dengan menjawab pertanyaan dari pasien 

maupun tenaga kesehatan yang lainnya, baik secara langsung maupun melalui 

telepon. Wewenang dalam farmasi klinik ini adalah memonitoring dan 

mengevaluasi pemakaian obat, baik untuk pasien rawat jalan maupun rawat 

inap. 

Uraian tugas dari staf farmasi klinik adalah sebagai berikut: 

1. Melaksanakan kebijakan yang berkaitan penggunaan obat. 

2. Membuat laporan evaluasi penggunaan obat. 

3. Menindak lanjuti hasil evaluasi penggunaan obat. 

Bagi pasien rawat inap, dilakukan monitoring efek samping obat ke 

ruangan-ruangan dan memberikan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) 

tentang efek samping obat terhadap pasien. Setiap pasien tersebut berhak 

untuk mendapatkan perlakuan tentang monitoring efek samping obat bagian 

pasien baru dan penggunaan obat baru untuk pasien lama, serta dilakukan 

pencatatan dan evaluasi tentang efek samping obat. Adapun untuk Pelayanan 

Informasi Obat (PIO), dilaksanakan di pelayanan farmasi rawat jalan.
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BAB IV  

KESIMPU LAN DAN SARAN  

 

A. Kesimpulan 

1. Rumah Sakit Dr. Suhardi Hardjolukito adalah Rumah Sakit Pusat TNI 

Angkatan Udara Tingkat II/Tipe B yang merupakan pelaksana teknis 

Dinas Kesehatan Angkatan Udara, berkedudukan di kota Yogyakarta. 

2. Penyelenggaraan penatalaksanaan pergudangan bekal kesehatan di 

lingkungan TNI Angkatan Udara dilaksanakan oleh satuan kesehatan 

dengan kegiatan yang meliputi penerimaan, penyimpanan dan 

pengendalian, penyaluran atau pendistribusian, penghapusan, dan 

pelaporan bekal kesehatan. 

3. Instalasi Farmasi Rumah Sakit di Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara Dr. 

S. Hardjolukito melayani resep baik pasien rawat jalan maupun pasien 

rawat inap yakni meliputi masyarakat umum, TNI dan PNS-TNI beserta 

keluarga, BPJS, JKN, Askes, dan Jamkesmas. 

4. Sistem lay out Instalasi Farmasi Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara Dr. S. 

Hardjolukito yakni obat ditata sesuai dengan bentuk sediaan, diletakkan di 

rak secara berjajar dan almari obat. Obat psikotropika dan narkotika 

disimpan di almari khusus. Khusus untuk obat-obatan yang harus terjaga 

suhunya, disimpan di dalam almari pendingin/kulkas. 

5. Gudang penyimpanan obat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara Dr. S. 

Hardjolukito telah memenuhi syarat gudang yang baik. Sistem penataan 
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obat di gudang secara alfabetis dan sistem pengeluaran obat secara FIFO 

(First In First Out) yaitu obat yang pertama kali masuk maka obat juga 

keluar pertama kali. 

6. Kegiatan administrasi yang dilaksanakan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit 

(pengelolaan resep) beserta kegiatan administrasi di gudang farmasi 

(pembukuan faktur dan pelaporan penggunaan perbekalan farmasi) Rumah 

Sakit Pusat Angkatan Udara Dr. S. Hardjolukito dilakukan secara manual 

dan komputerisasi. 

B. Saran 

1. Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara Dr. S. Hardjolukito hendaknya 

mempertahankan ataupun meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian 

sehingga kepuasan pasien akan tercapai. 

2. Kecermatan dan ketelitian petugas perlu ditingkatkan dalam proses 

penyimpanan obat dan perbekalan kesehatan baik di Instalasi Farmasi 

maupun di gudang farmasi Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara Dr. S. 

Hardjolukito.
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Lampiran 1. 

Etiket Biru dan Etiket Putih  

 

 

 

Etiket Biru  

 

 

 

Etiket Putih  
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Lampiran 2. 

Copy Resep 
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Lampiran 3. 

Nota Dinas 
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Lampiran 4. 

Nota Permintaan Barang 
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Lampiran 5. 

Surat Bentuk Pengeluaran Bekal Umum 

 

 

 

  



128 
 

 
 

Lampiran 6. 

Surat Bentuk Pengeluaran Bekal Kesehatan 
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Lampiran 7. 

Surat Bentuk Pengeluaran Alat Kesehatan 
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Lampiran 8. 

Surat Bentuk Pengeluaran Material Umum 

 

 

 


